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TENTANG
PEMERINTATIAN NAGARI
DENGAN RADMAT TUITAN YANG MANA [ISA

BUPATT PADANG PARTAMAN

Menimhang -+ o Bahwa perababan paradigma penyelengpataan-pemerintiahan
sehapaimang Undang-undang nomor 22 lahun 1999 tentang
Pemerintuhng Dieteh untuk menpntur dan mengarus cumng

tanpanys senlitd lermasuk penyesuainn bentuk don susunan

Pemcrintahan Nesa berdasarkan asal-use! dan kondisi sosial

budaya  masyainkal  sctempat  haros dimanfaalkan

sehagaimana mestinya unluk menala kermbali Pemerintahan

Nagari demi kemajuan “masyarakat  Kabupsiet  Padang

Pariamin herdasarkan !\(!n.t Basandi Syaenk, Syarak Basandi

. Kitahulfaly, Syarik mangate adal mamakai, Alam lakambang
<~ Jjadi guru.

b Babwa sistem Pemgrinihan Nagai dipondang efektil puna
menciptakan ketaliinan Agama <dan Budayn berdasarkon
lraclisi  sosial budaya masyarakal Sumatera Baral yang
demokratis dan Aspiratil serta datam  rangka  kreatiftas
masyarakat, yang selama in dipinggirkan dan diabaikan,

¢ Bahwa unluk mewujudkan maksud sebagaimana tlercantum
pada hurel a dan b di atas, agar dapal mewujudkan
keharmonisan serla keserasian penyelengparaan
Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman perlu

ditclapkan Peraluran Dacrah temang Pemerintahan Nagari,

Mengingal  : 1 Undang-undany Nomor 12 tahun 1956 lenlang Pembentukan
Dacral Otenom Kalupalen  dalam liepgkungan  Propinsi

Sumalera Tengah { T.embaran Negera RI 1ahin 1956 Nomo?2

25, Perubahan Lembaian Negara R1 Nomor 2043),



2 Undang-undang Nenor 22 1ahun $999 tentang Pemetinlahan
Damerah ( Lembaran Nepara tabun 1999 ),

3. Undang-undang Nomar 25 tahun 1999 tentang 'Perimb.angan
Kenangan antara Pemerintah Pusat dan Dacrak ( Lembaran
Negara Ldiin (999 Nowr 72, tanbalan Lembaran Nepara
Namar 3848 )

4. Peraluran  Pemerintak Nomer 17 fahun 1980 lenlang
Perubahan Batag Wilavah Kotamadya Dagral Tingkal 1)
PPacdany;

S Keputusan Presiden Nomor 44 1ahan 1999 tenlang tekhnik
Pemyusinan Perlnran Penmdang-undanpan dan Seniuk
Rancangan Kepntusan Presiden:

6 Perntinan Daciah Propinsi .'ﬁ:lllmlll.‘l-"l Baral Nomor 09 tahun
2000 tentang Ketentuan Pakok Pemerintahan Napari

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 1999

lentang Pedoman Umum Peraturan mengenai Desa

Dengnn Persetujian
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT NAGRAI KABUPATEN
PADANG PARIAMAN
; MEMUTUSK AN

Menetapkan - PERATURAN DARRAN KABUPATEN PADANG PARTAMAN
TENTANG PEMERINTAIIAN NAGARI

BAB 1
KETENTUAN UMUNM
Pasal |
Dalam Peraluran Dacraly ini yang dimaksud deigan
& Bupali adalah Bupati Padang Parianian,
b Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah adalah Dewan Perwakilan Rakyal Daerah
Kabupaten Padang Pariaman,
c. Pemerintal adalah Perangkat Negarn kesalusn Republik Indonesia yang terdiri
dari Presiden bescrta Menteri.

d. Pemeriniah Propinsi adalah Gubernur beserta Peranobal Mnaeate muo ..



.

m,

0.

q.

Pemcrintale Kalwipaten nedalnh Bupati heseinn Perangkmt Dcrah Kabupaten yang
lain sehagni Badnn Liksekutil Kabupaten.

Camal adaleh Kepala Peranpkat Daerah Kabupaten & Kecamatan,

Kecnmatan adalah wilayah kerjn Camat

Nagari adatah kesatuan masyarakal hukum adal dafam Kabupalen Padang
Pariaman yang terdiri darf himpunan beberapa suku yang mempunyai wilayah
yang ferlentor batas-hatnsnya, mempunyai hara kekayaan sendiri, berhak
mengalur - dan mengurns rumah langpanyi  dan memiliki  pimpinan
pemerintalinnnyn

Pemerintaly Napati adatah satuan pemeriniah otonom herdasarkan asal usul i
Nagari dalam wifayalt Kalnipaten Padaag Marisiman yanp berada dalam sistim
Negnra Kesatuan R

Pemerintaban Napari adalah penyelenggaraan pemcrintaban yang dilaksanakan
oleh Pemerintah Nogari dan BPAN

Badan Perwakilan Anak Nagari yang selanjutnya disingkat BPAN adalah hadan
perwenkilan anak oagari vang lerdin stay pemika masyatakat yniln Ninik
Mamak, Aline Ulama, Cerdik Passelas dan Bundo Kanduny serta Pemuda yang ada
dli Nagari yang herfuapsi schagai [adan Legislatif Napari

Badan Musyawarah Adat dan Syarak Nagari adatah 1.embaga Permusyawaratan
dan Peceufnkatan Adal dan Syimak Nagari vang berfungsi memberikan
pertimbangan kepada Wali Nagari supayn fetap konsisten menjaga dan
memelihara pencrapan Adal Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah,
Lembaga Adat Napari adaiah Lembaga Ninik Mamak yang telah ada dan diwarisi
secara turun temarun sepanjany adat voang berfungsi memelibara kelestarian
adat serla menyclesaikan persclisihaan sako dan pusitko dalam Nagari

Korong adalah bagian dari Wilayah Nagwi

Peraturan Nagari adalal Peraturan Pemerintahan Nagari.

Keuangaan Nagari adalah Keuangan Pemerintahan Nagari.

Harta Kekayaan Napari adalah herlg kekaywan Pemerintaban nagari yang tclah
ada alau yang kemudian menjadi milik dan kekayaan nagari baik bergerak
maupn tidak herperak, )

Ulayal Nagani wdalaly haeta benda dan kekaynan nagari dduar ulayal kdue dan

suku yang dimanfaatkan untuk kepentingan anak nagari



BAR N
HBagian Pertamn
NAGART

Yasal 2
Setiap Nagari mempunyai beberapa suku dan denpan ‘Imla,\' - hatas wilayah yang
iclas,

‘asal 3
Wilayah Nogari meliputi wilayah bukom adal denpan batas  balas lerientu yang
sudah berlaku scewrn turun temurun

Pasal 4

{n Unluk mentelihara kelestarian adat di Napari dibentuk Lembaga Adal Nagari
{LAN Y.
(2} LAN schagaimana dimaksud pada ayal {1 ) diatur Ichih iﬂnjtil dalam

Peraluraan Napari.
BAB I
Naginn Kedup
Pengubulan dan Penreka éml Napari
Jenpukulan Nagari
Pasal 5

(1) untuk mengatur dan .mcngurus kepentingan masyarakal  Nagari dibenluk
IPemerintahan Nagari, |

(2)  Schelum dilakukan penbentukan * Pemerintahan Nagari terlebih dahulu
dilaksanakan pengukulan Nagari asal sehagai Wilayah Pemerimtahan,

%)) Pengukuhan Nagari sebagaimana lersebul pada ayal (2} dilaksanakan melaluvi
musyawarah Pemerintah Desa dalam Nagari bersama Kerapatan Adat Nagari

dan tokeh masyarakat dari berhagai unsur,



PO

Pewmeknran Napari

Pasal n

(1) Dalam rangka clekiifilas penyelenggaman Pemerininhie Nagari - dan

peningkatan  kesejableraaan masvarakal  Nagari  lerhadap  wilavah i
Pemcrintahan Nagari dapat dilakukan Pemckaran Nagari. :

(2}  Pemckaraan Nngm'\' ditakukan - melalui - musyawaralt mufakat  denpan
memperhatikaan  keutuhan  adal  dan sesial  budaya  selempatl  serta
kehnrmonisan masyarakatnya dengan mencantumkan -

a. Nama Napari

b, Jumlah Penduduk ;
c. Luas Wilayah, ]
d. Datas-lalns wilnyad, 1
(1) Pemekaran Nagari dilaksanakan sclelah ada kesepakalan tokol masyarakal 1
dengan syarat-syarat sebapai berikut - :I
l.  Merupakar kesatuan masyacakat hekwm adat =
2. mempunyai hchcu:pn sukiy, '
3. Mempuayai balas-hatas wilayah yang jelas, *f
4, Mempunyai haria kekavaap fersendir

BAT IV
PEMERINTAHAN NAGARI

Pasal 7
Pemerintrhan Nagari lerdie dari Pemerintahan Nagari dan Badan Perwakilan Anak

Nageri,

|"asal 8§

(1} Pemerintah Nagari dipimpin oleh Wali Nagari yanp dipifih langsung oleh
masyarakal Pemerinlahan Nagari yang dibantu olch Perangkat Napari, i
{2) Badan Perwakifan Ansk Naped feedini dari anppota-anpggota yang dipilih oleh

[¥] R .
warga asyamkal Pemeriniah Nagmi L

[*nsat &
. . . |
Iralem sualy Pemerintahan Nagaei dapat dibemuk Badan Muosyawaralt Adat dan ‘

Syarak Nagari yang terdisi dari utusan Ninik Mamak, Alim Ulama, Cerdik Pandai, E



Bundo Kandung dan komponen masyaraka Fudrmya yang (inbuh dan berkembang

datam nagnri,

BAB W
KEWENANGAN PEMERINTATIAN NAGA RI
Pagal " 10

{1} Kewenangan Pemerimahan Nagari terdiri dari
a8 Kewenangan yang sudal ada berdasarkan asal usul,
b, Kewenangan yang diserahkan Pemerintah Kabupalen
e Kewenangan yang didelegasikan Pemerintah Kalupaten
do Tugas pembantuan dae pemerinial Pusal, Pemcrintah ropinsi  atan

Femerintah Kalpmlen

(2) Kewennngan sebagnimana dimaksod ayal (1) baruf b dan ¢ akan diatgr dengan
Keputusan Bupati.

{3) Tugas Pembantuay sebagrimana dimaksud  dalam ayal bl o dengan
pembiaynan sarana den prasarana sumber daya manusia.

(4) Pemerintahan Nagari berhak menglak pelaksanaan tugas pembantuan yang tidak

discriai dengan pembinyann saama dan prasarate serts sumbei daya manusia,

BAB. VI
BENTUK DAN SUSUNAN PEAMERINTAIHAN NAGANRI

Masal 11

D7 Nugari dibentuk Pemerintal Nagari dan Badan Perwakilan Anak Nagari (BPAN),

Pasal 12

(1) Pemerintal Nagari terdiri Walj Nagar dan Pezanpka Nagari
{2} Perangkat Nagari sebagaimana dimakan ayal I adalah terdiri dari -
a. Unsur stal yaily vnsur pelayanan vang disebul denpan Sckrelaris Nagari
b. Unsur pelaksana, yrilwnnsur pelaksana teknis di apangan.
c. Unsur wilayah, yaite unsur bembpnta Wali Nagari di wilayah Bagian Nagari
yang disebut dengan Kepala Korong, yang jumlahnya sesuai dengan

kebutuhan dan kondisi sasial hudnya masynrakat selerpat



BAB v
WALI NAGARI
Paragraf’ |
Yang Dapat dipilih dan Berhak Memilil
' lasal 13

(1) Yang dapat dipiiih menjadi Wali Nagari adntal penduduk Nagari warga nepara

2

Republik Indonesia dengan syaral-syaral sebagai berikut:

a. PBertagiwa kepada Tuhan Yang Maha 1isa,

b. { Setia dnn.t:.m! kepada Pancasila dan LU 1945,

e :-E_"Ticlnk pernah teelibat langsung stau idak langsung dalun kegiatan yang
mcngkhl:anﬂli negars kesatuan Republik  Indonesia yang berdasarkan
Pancesile dan UUD 1945 seperti G0 S/PKI dan atau kepialan orpanisasi
terlarang lainnya,

d. Berpendidikan sekurang-kwangnya Sekolaly Lanjutan Tingkat Pertama dan
atau sederajal.

¢.  Berumur sekurang-kurangnya 25 { dug puluh lima ) 1ahun dan selinggi-
tingginya 60  cnam putuli ) tahun pada saqt penjarinpgan £Ia|1 penyaringan
bakal calon,

[ Sehat jasmani dus rohani.

B Nyata-hyala (fdak GETBAnEE jiwa dan ingatannyn

h. Beckelakuan baik Jujur dan mlif.

i Tidak pernah difurkum penfara karena melakukan tindak pidunn,

o Tidak dicabul hak pilitinya Lerdasarkan putusan lengadifan yang mempunyai

kekeatan Tukum tetap,

k. Mcngenal daeralnya dan dikenal alch masyarak:at di Nagari sclempat,

I Bersedia dicalonkan menjadi Wali Nagari

m. Memahami adat-islindat dalam nagari vang hersangkulan

n. Tidak pernad dihuku karena melakukan helanggaras terhadap adal,

0. Terdaflar sebagai penduduk dan herlempat lingpal tetap di Nagari vang,
betsanpkutan, sckarang-kurangrya 2 () tahan terakhir dengan tidak
terpuius-putus, kecuali e nagari yang berada i Juar nagari yang
bersangkulan,

Bagi Waii Napari yang berkedudukan sehapai Penpurus Partai atay anppols

pesertn pemitu pada semua lingkat kepengurusan harus berhenti menjadi

Pengurus alau anggela Partai



L "
{3) Pegawai Negeri yang dicalonkan scbagai Wali Nagari, selain harus memenuhi

persyaratnn sehapnimane dimaksud datam ayat (8 | jupn harus momiliki sur
keterangan persetujinn dari atasan yang berwenang wntuk itu

(4) Pegawai Negeri yang dipifih atau diangkal menjadi Wali Nagari dibebaskan
untuk sertseitarn wuﬁlu dari jabidan organiknya sclama menjaci Wali Nagai

fanpa kehilangan hak dan slatisnya schagai Pepawai Negeri

Pazal 14

Yang dapnl atau berhak memilih Wali Nagari adalah warpa Negara Republik
Indonesia ying merupakan penduduk Nagaei yang bersangkutan dengan syarat-syarat
sehapni beriknt -

a. TerdaNar schagai penduduk Mapari Bersanplutan seeann syah sekuwmng karaognyns
¢ {enam) hulan dengan tidak ferputus-puius, dibuktikan denpan Kartu Tanda
Penducluk ( K11,

b. Sudah mencapai usia 17 (dujul betas) tahun jrcda sant peickallaran dilnksmmkun
dan atau felah pernah menikah,

c. Tidak dicabut hak pilitmya berdasarkan putusan pengddilan yang  telah
merpunyai kekuatan hukum tetap,

. Tidak peronh terlibal angsimg ag tidak langstmg, dalam kepintan yanp
mengkhianali negarn kesaluan Republik Indenesia vang berdasarkan Pancasila

chany LIUID 1945 seperti G30 S2K dan atau kepiatan organisasi (erlarang lainnya

G

Bagi perantau yang fkut memiliki Wali Nagari harus 1elah mendafarkan dirj 7

(lujuh ) hari sebelum kari pelaksanaan Pemitihan.

Parpgraf 2
TATA CARA PENCALONAN
Pagal 15

{1} Walt Nagari dipilih lazgsung oleh peaduduk Nagari dari calan yang memanubi
syfrat dan disyahkan ofch BPAN

(2) Pomilihan Wali Nagari dilaksanakan imelaluj pencalonan dan pemilitan,



(1)

(4

Pasal 16

Untek peneatonan dan penilihan Wl Nagari adan Perwakilan Anak Napari
menbentigk [;anr'lin ]’Elllilill;\ll yang terdivi dari para anggota Badan Perwakilan
Anak Noperi dan Perangkal Nogari,

Ketun Dadan Perwakilan Anak Napari karena Jabatanaya menjadi Keun
Pemilihan merangkap nnégnla dan sckrelaris Badan Perwakilan Nagari karena
Jabatannya sebagai Sekretaris Panitia Pemmilihan hukan angpata.

Apabila ketun, sekrozris alan angola Badan Perwakilan Anak Nagari dicalonkan
sebapai calon Walj Nagari maka yang bersangkutan tidak dibenarkan untuk
duduk dalam keangpolaan Panitin Pemilihan. Sehinggn kedudukan kapanitinan
dipantikan oleh mnggota BPAN Yainnya yang miemenuhi syaral,

Pengpantian Kelun dan Sckrelaris mappun angpola Panitia yang dicalonkan
menjadi Wali Nagari ditentukan berdasatkan kesepakatan Badan Perwakilan
Anak Naguri.

Pasal 17 .

Panitia Pemilihar Walj Nagari mempunyai lugas sehagai berikut

.

Melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Wali Napari sesuai detgan
peisynraian sebopalmana dimaksig pasal 1%

Melakukan pendnfaran pemiliban untuk selanjulnga disyahkan olel Kelua
[Panitia Pemilibag.

Meiakukan pemeriksann berkns idertitas mengenai bakal ealon Wali Nagari
Melakukan kegiatan tekhnis pemilihan bakal calon Wali Nagari

Menjadi penanggung jawabh penyclenggara pemitihan calon Wali Nagari

I'asal 18

Tats cara penjaringan dan penyasingan bakal calor Waii Nagari adalah schapai

beriknt

il

Bakal calon Wali Napati dapat divsulkan oleh anggela Baden Perwnkilan Anak
Nngeri dari masing-nrasing unsur atay divsulkan algh masyarnkat slay alas ngol

bukal caforr Wali Nagari yang bersangkutan



b,

d.

Dalam pengusulan calon sehagaimana dimaksug pada hurul a, bakal calon
sekaligus melampirkan persyaratan-persyaratan masing-masing dalam rangkap 3-
(tiga) sebagai Lerikut »

1} Surat pernyatnas selfa dan tal kepada Maneasiln clan Undang-Uindang [asar
1945, ‘

2)  Sural pernyataan fidalk pernah lerliba langsung atay tidak langstng dalam
kepiatan yang mengkhianali Negara Kesatuan Republik Indenesia yang
berdasarkan Pancasila dan Un(lm1g-undnng Dasar {945 seperti (130 SIPKT
dan atau kegiainn organisasi terlarang lainnya

3} Phato copy/salinan fazah pendidikan 1erakhiy yang telah dilepalisir olch
nejabat yang herwenang,

4y Phole copy Akla Kelahiran nta Ko Tatdla Pendudik atan gnga peipen
fainnya,

3)  Sumt keterangnn kesehatan yang dikeluarkan aleh Dakler Femerintah gtay
Puskesgmas,

6)  Sural kelerangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian Negara Republik
Indonesia.

7} Surat pernyatazn tidak perah di hukum penjara karena melakukan tindak

© pidana dei penpadilan,

3)  Surar permyataan tidak dicalut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengaditan
yang mempunyai kekuatan hykum yang (clap.

9)  Swal pernyatgan bersecia menjadi Caton Wali Nagan i

10} Surat permyalaan tidak pernal dilakoam karena melakukan pelanggaran
terhadap adat yang dikeluarkan oleh Lembaga Adaj Nagari selempat,

1) Daftar Riwayat Hidup.

12)  Pas phato ukuran 4 x 6 cm schanyak 3 lenilinr

13) Bagi Calon Wali, Napari yang berasal dari Pegnwai Negeri Seloin syara
schapaimara  dimaksud angka 1) sampai angka  13)  Raryg
mcndn;mtkan/mclampirkam izin tertulis darj atasannya yanp berwenang,

Nakal Calon y‘:mg telah memenhi persyaratan, oleh Panitin Pemiliban digjulan

kepada Badan Perwakilan Anak Nagari an(uk ditetapkan sehagai calon yang,

bochak dipilih,

Penetapan alay penentuan calon yang bherhak dipilih dilaksangkan dalam rapai

1
Paripnrna Badan Perwakilan Anak Napar



e. Calon yang dipifih sebagaimana dimaksud rada huraf d, ditelapkan dengan
Keputusan Brdan Porwakilan Anak Nagari dengan fumlan Calon sekurang-kurang

2 (dua) orang dan schanyak-hanyaknya 5 (lima} arang,

Pasal 19

(1) Calon yang Lerhak dipilil yang teinl ditelapkan Badan Perwakilan Anak Nagari
tidak  dibenarkan menpandurkan  diri dan apabila  yang bersangkutan
mengundwrkan diri maka scearn administrasi dianggap tidak mengundirkan dir

(2) Apabila calon yang berhak dipilih sehagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam
pemililian  ternyata memperoleh  suara terbanyak, perolehan suara tersehul
dinyatakan baral.

(3) Atas pembaiatan peralehan sunr schagaimana dimaksud pada ayat (2), maka
enlon yang berhak dipilih yanp mendapat dukungan suarg lerbanyak kedua

dinyatakan sebagai calon terpilih,

Paraprat 3

Pelnkspanan Pemilihan
Pasal 20

(1) Setelah Calgn yang berhak dipilih ditetapkan oleh Budan Perwakilan Anak
Nagari, maka Panilin Pemilihan melaksannkan rapat untuk menetapkan wakiy
dan tempat pemitihan Wali Nipani )

{2)  Panitin pemilihan memberituhokan kepada masyarakal yang berhak memitin
untuk mengpunakan hak pitihnga dalam pemiliban Wah Nagpari pada waktr dan
tempat sebagaimana dimaksod padlayat (1),

(3} Pemberilahuan sebagaiman dimaksud Pada ayal (2) dapat berbentuk tertulis
atae dalam bentuk lain dengan syaral balwa yang berhak memilih dapat

mengelahuinys,

Pasal 21

(n Selambat-lambatnya 3 (liga). bulan sehelnn berakbitnya masa Jabatan Wali
Nagari, Panitin Pemilitaen telah melaksanakan proses penilihan,

{2} Pemlihan Calon Wali Nagari yang berhak dipilih difaksanakan pada wakey dan
lempal yang telaht ditentukan dalam statur Rapal Pemilihan yang dipimpin olch
Ketva Panitin Pemitihan dengan dihadiri aleh sekurang-kurangnya 273 ¢cluq
pertiga) dari jumlah seluruh remifih vang telah disahkan oleh Ketua Panitia
Pemilihan,



3

4

(3)

(6)

M

Apalila pada sanl peinbukaan Rapat Pemibihan Caton Wali Naga:{ sebagaimana
dimaksud pada ayal (2), jumiah pemilib helum mencapal quanom, pimpinan
rapol mengunclurkun vapal paling fna 1 (pa) jane dengin keteotian guaram
tetap 273 (dun perlign) dari juminh pemilily

Apabila sampai batas waktu pengunduran schagaimana dimaksud pada ayat ()
quarum belum jugn‘lcrcapni, pelaksanaan rapat pemiliban Calan Wali Nagari
ofeh pimpinan rapal selambat-lambatnya dalam watkiw 10 (sepuluh) bari dengan
ketentuan quorum /2 (setengah} jumlah pemilib, dan apabila jumlsh quoram
lidak tercapai maka rapat di undur selama | (satu) jam.

Pengunduran rapat pemilihan Calon Wali Nagaré sehagaimana dimaksud pada
ayat (4) diwmumkan dalam apat olel prmpioan cymt dan chituangkan dalam
Beeita Acaea Penundaan Pemiliban,

Apabila quotum schiagaintana dimaksud pada ayat (4) lidak juga lercapai maka
pelaksanaan rapat diundur 1 (satu) jam lagi dan selanjoinya pemiliban Wali
Natgari tetap dilaksanakan tanpa mempethatikan quorton

Quorum sebagaimapa dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dapal

ditentukan pada saat perhitungan suara akan dimulai

Pasal 22

Panitia Pemiliban yang mempunysi hak pilil serta calon yang herhak dipilih dapat

pemilihan Calon Wali Nagari tetap. mempunyay hak antuk wengpenakan hak

pilihaya.
Yasal 23
(1) Pemilihan Calon yanp berhak dipilil dilaksanakan seeara lingsung, behas dan
rahasia
(2) Seorang pemilih hanya dapat memberikan suaranya kepada 1 fsaw) orang calon
yang berhak dipilib,
{3) Seorang pemilil yanp berhlangan badir karena sesuatu alasan tidak  dapal
diwakili dengan cara apapun
2asal 24
{1} Untuk kelancaran pelaksanaan pemilitan sehapaimana dimaksud pada pasal 21

ayat (1) Panitia Pemilihan menyediakan kelengkapan schagai berikut -



=

Papan tulis yang memual nama-natea dap gambar atau pholo calan yang
berhak dipilih,
I Surat suara,
Kotak suara beriky kllIleH_\".’l ying besarnya discsunikn dengan kebatuhan,
4. Bilik suara afau tempat khuesos ontuk nelaksanaan pemherian suira,
e Alal atay kcjcngkﬂpan lain yang dibutuhkan unfuk kclancaran pelaksanaan
pemilihan,
{2) Bentuk dan Model Surat suara, kotak suara, hiljk samri setla ketengkapan ininmya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1} ditetapkan nleh Panitia Pemililan,

Tasal 25

Sebelum melnlsnnkan pemangutan sua Panitin Pemiliban membuka kotak sparm
dan memperlihiatkan kepada pura pemililt yang hadir hahwa kelak spara dalam
keadaan kosong serta menutupnyn kembalj, meftgurei  dan menyepe! dengan
mengaunakan kertag yang dibubuhi cap aay stempel Panitia Pemifihan,

‘asal 26

(1) Pemilih yang hadir dl"herikan selembi surtl suarg aleh Panitia Pemilihan
melalui remanggilan herdasarkan urugan daftar hadir

(2) Scleinly menering st e pemili menesiksa g treneliti apalyl rusak,
pemilih berhak meming Sl suar yang baru selelih menyeralkan kembali

suret suara yang cacat atay rusak terschut kepnda Panitia Pemilihan,

. Pasal 27

(1) Pemilihan suara dilaksanakan dalam bilik suaya denigan mengeunakan alat yang
tefah disediakan oleh Panitia.

(2) Pemilih yang masuk ke dalam hilik g adalale peeitin vy akan
menggunaiinn hak pililnya,

(3) Pemilih yantg keliru dalam menggumakan hak pilifings padn sutal sunra dapal
mentinta surat suara barn setefah menyeralikan surm stara yang kelivg kepaa
Panitia, ’

(4} Setelah pemilin memberikan  hak saranya dalart sural suara, nemilih
memasukkan surat suara dalam kotak supra yang disediskon dalon keadaan

terlipat yang sebelumnya diperliltkan kenada Panitia



fasal 28

N

{1) Pada saal pemungulan suara ditaksanakan, Panitiz Pemilihan herkewajiban
untuk mewujudkan pelaksanaan pemungutan suara dengan lerlib dan teratur.
(2) Panifia Pemilihan menjaga agar pemilih hanys memberikan saly suara dan

. ' i . .
menolak pemberian suara yang divwakilkan denpan alasan apapun.

Paragraf 4
Pelaksanaan Penghitungan Suara

Pasal 29

(1) Setelah  sclesainya  pomberian sunrn, - Panilin - Pemilihan melaksanakan
perhitungan suara dihadapan saksi pada-lokasi fempat pemilihan

(2

—

Saksi schagafmana dimaksud paca ayal (1) ditetapkan denpgan Keputusan
Pemerintah Napari berdasarkan usal orlulis dari masing-masing calon yang

berhak dipilik melalui Panilin Pemilitian
|

Tasal 30

(1) Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara vang masuk

sctelah saksi-saksi hadir,

—
=l
—

Setiap Jembar surat suara diteliti satu demi saty intule nwengetahai suara yang
diberikan kepada calon yang berbak dipitih dan kemudian panilin membaca
nama calon yang berhak dipilil yang mendapst suera terschut sertn mencalaltiya
di papan tulis yang dilempatkan sedemikian rupa schinggn dapal ditihal dengan

jelas oleh semua pemilih yang hadir

Pasal 31

(1) Surat suara dianpgap tidak sah apabila ;

=

Tidak memakai surat sunia yang, telab diteninkan

b, Tidak terdapat tanda fanggan Kelua Panilia Pemilihan pads sneal suara

¢ Ditandatangani atan mentbuat tanda yang menungukkan identitas pemilih,

d. Memberikan suara sntuk lebih dii | (sntu} calan yang berhak dipilih,

e. Dalam memberikan susra atau pitihan tidak lepat pada kolom yang telah
disediakan,

(2} Alasan-alasan yang menvebabkan suara tidak <ah dinmmsban boonie ottt
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Paragraf 5

Penetapnn Calon Terpilih
PPasal 32

Calon yang berhak dipilih yang memperoleh suara terbanyak dan sckurang-
kurangnya /3 (satu' perlima) dari jumiah pemilih yang mcnggunakan hak
p;'lihnyu dinyatakan sebagai Calon terpilih.

Apabila cafon yang dipilih tidak seorangpur mendapat dukungan suara
terbanyak sebagaim:{;m dimaksud ayat (1) Panitia Pemilihan mengadakan
pemililian ulang,

Pemilihan ulang schagaimana dimaksud peda eyal (2) hanya dilaksanakan
terhadap calon yang memperoleh suara tetbanyak pertama dan kedua dan
clilaksanakan sclombal-lunbatnyn 30 (tign pulud)  hari seink  saal
pengndatanganan Berita Acara !asil Pemiliban,

Apabila setelah pemilihan ulang sehagaimana dimaksud pada ayat {3) hasilnya
telap tidnk ada yang mencapai /5 (satu perlima) dari jumlal pemilin yang
menggunakan hak pilihnya maka .yang memperoleh suara lerha’nyak dinyatakan
sebagai Calon Wali Nagari terpilih.

Apabfh tebih dari 1 (satu) caton yang berhak dipilih mendapat jumlah dukungan
suarﬂ lerbanyak dengan jumlah yanp sama, maka diadakan pemilitan ulang
hunya untuk Calon calon yrag, memperoleh dukungan sua terbanyak,
l’eﬂuhhan ulnng scbagainano dimaksud pada ayat (5) ditaksannkas selambal-
IaTbatnya 30 (liga puluh) hari sejak pcnand':hm,tznnn Berila Acara Hasil
Pcmtllh'm

Ag:ablla pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hasilnya tcap
sa;;aa maka untuk menetapkan calen yang dinyatakan terpilih dan diangkat

sebagai Wali Nagari ditentukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Nagati.

Paragral 6
Penctapan, Pengesahan dan Pelantikan Walt Nagari
fasal 33
Cator. Wali Nagari yang telals terpilili schagai Wali Nagari ditetapkan menjadi

Walt Napart denpan Kepulusan Badan Perwakilan Anak Nagari berdasarkan
laporan dan Beritn Acara asil Pemiliban dari Panitia Pemilihan Wali Nogari,
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Wali Napari yang telab ditetapkan olch Hadan Perwakitan Arak  Nagari
sehagaimana dimaksu padi ayat (1) oleh Radan Perwakilan Anak Nagari
ditsulkns kepada Dupati melator Camat untik menerhitkgn Keputusan Bupati

temang Pengesaban Calon Wali Nagari terpilit sehagai Wali Nagari

Pasal 34

Selamba[-lambalnya 30 (higa puluby hari selclair diterbitkannya Keputusan
Bupati tentang Pengesalian Wal Nagari teepidily sehagaimana dimaksug pada
pasal 30 aynt (2), maka Walj Nagari yanp bersangkulan ditantik olel Bepati atay
vefabal yang ditunjuk oleh Bupali.

Sebelum memangku jabntannys maka Pada samt pelangikan schagaimang
dintaksud puda wyat (13, Wali Nagari yang hersangktan mengucapkan sumpah
menarutl agamanya alay berjanji dengan sunggub-sungguh dj hadapan Bupal.i
atau pejabat yang ditunjuk.

Susunan kata-kate sumngah £ janji Wali Nagari sebagaimang dimaksud pada ayal

(2), adalah sebagai berjkuy -

“Demi Allah saya bersumpah/erjanji bala sayi akan memenyhi kewajiban
saya sclaku Wali Nagari denpan sch;ﬂk-lmiknya, sejujur-juinrmya dan seadil-
adilnya, bahwa saya akan scialu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan
Pancasita dan Undang-undanp Dasar 1945 schapai konstinsi Nepara serta sopaka
peraturan [JCI'UI‘I([:'II'Ig%lll[kllig:li‘? yang berlakn hag Nagari, Dacrah dan Negara

Kesatuan Republik Indonesia™

Pasal 35

Pelantikan Wali Nagari dilaksanakan tepat pada akhir masa jabalan Welj Nagari
yang sebelumnya dan gilcln]1ka\zl schagai tangpal pelantikan, ‘

Apabili pefaksanaan pelantikan Wa)j Nagari sebagaimana dimaksud pada ayal
{1} jatuh pace hari tibur, maka pelantikan dileksanakan pada hari lertenin | harf
berikitnyn atnu sehur seluelum hari ity

Biaya Pemilihan dan Pelantikan warj Nagari dibebankan kepada Anggaran
Peneritnaan dan Pengchuzran Keuangan Nagari {APPKN) dan dana-dana lninnya

yang sah.



[*asal 36

Apabila pelantikan Wati Nagnri ticsk dapal dilaksanakan tepat pada waktunya karena
alasan-alasan yang dapat dipertangungjawabkan maka pelantikan dapat ditunda
sclambat-lambulnya 3 (liga) bulan scjak fangpal herakhirya masa jabatan Wali
Nagari yang hersangkl-lian (Walt Nagari sebefmnya) atas persclujaun Bupati dengan
ketentuan bahwa Wali Nagari yang bersangkutan {etap melaksanakan tugasnya

selama masa jabatan penundaan tersebut.,

Pasal 37

Kelentuan sebngmimann dimaksed padn pagal 36, berladac pata bapi Wali Mapari yanp

dijabat oleh pejabat Wali Nagaii,

Tnsal 3R

(1} Masn jabulan Wali Nagari adalah 5 (lima) tahun terbitung sejak tanggal
pelaksanaan pelantikan dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan
berikutnya. :

{2) Apabila masa jabalan Wali Nagari schagaimana dimnksud pada aval (1) lelah
berakhir, maka yang bersarigkutan tidak boleh dicalonkan kembali untuk tirasa

Jfabatan berikutnya di Nagaci yang bersangkutan,

Parapgral 7

Tugas dan Kewajiban Wali Nagari
Pasal 39

(1) Tugas dan ch‘ajibnn Wali Nagasi adalah
2. Memimpin penyclenggaraan Pemcrintahan Nagari.
b. Membina kehidupan masyarakat Napari.
¢. Membina perckenomian Nagari.
. Memelibara ketentraman dan ketertiban smasyarakat Nagai
e. Mendamaikan perselisiban masyarakat di Nagari
£ Mewakili nagaringa di dalam dan di luar pengadilan dan dapal menunjuk
kuasa hukumnya,
g Mengajukan Rancangan Poraluran Nagari dan bersama Badan Perwakilan

Anak Nagari menelapkannya schagai Peraturan napari
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h. Menjaga kelestarian adal istiadat yang hidup dan berkembang o nagari yang
bersangkutan,

Penyelengparann Pemerininhan Nagari sehagaimana dimalosu! it ayal (1)

huruf a, termasuk jupa pelaksanann pendataan penduduk untuk kepentingan

Nasional dan melnporkannya kepada Bupati melalui Camat

Unfuk mendamaikan perselisihan sehagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢,

Wali Nagari dapat dibantu oleh Badan Perwakitan Anak Nagari (BPAN),

Segala persefisihan yang lelah didamalkan olel Wali Nagari hersifat mengikat

piltakepihak yang berselisily,

Pasal 400

Datem melaksanakan fugas dan kewajibanya sehagaimam dimaksud jada pasal
36. Wali Nagari wajib bersikap dan bettindak adil, tidak diskriminalil serta tidak
mcmpcr-sulil dalarm memberikan pelayroan kepada masyarakat

9

Pasal 4}

Walf Nagari memimpin penyelenggarann Pemerintahan Nagari berdasarkan
ketentuan yang berlaku set( kebijakan  yang ditelapkan bersama  Badan
Perwakilan Anak Nagari
Dalam meleksanakar tugas dan kewajibannyy, Wali Nagari bertangpung jawaby
kepade enkyat melahyi  {san Perwakilan  Anak  Nagari (BPANY dnn
menyampaikaa laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupali melalui
Camal.
Pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas Wali Nagari sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan sckurang-kurangnyva sckali dalam satu

talwn pada setiap akhir tabun angparan,

Pasal 472

Perlanggung jawaban Wali Nagari yang ditolak oleh Badan Perwakilan Anak
Nagari, termasuk perlanggungiawaban  keuangan  harus dilengkapi  atas)
disempurnakan kensbali olel Wali Nagari dan dalam jangka wakiu paling lama
30 (figa puluh) hari disompaikan kembali kepada Badan Perwakilan Anak

Nagari.
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Dalam hal pertanggungiawalan  Wali Nagari yang telah dilenpkapi  atau
disempurnakan ditolak uniuk kedua kalinga, maka Badan Perwakilan Annk
Nagari (BPAN) dapat mengasulkan pembechention Wali Napsei kepada Bupati

melalui Camat.

Paragral 8

Pemberhentinn Wali Nagari
Pasal 43

Badan Perwakilan Anak Magari (BPANY memberiiabukan kepada Wali Nogari
secura lertudis menpenai akan berakhirnya masa jabatan Wali Nagari & (cnam)
bulas sehelum berakhir masn Jabatan,

Atas dasar pemberitabioan Badan  Perwakitin Anak Nagarm  sehapaimang
dimeksud pada ayat (1) Wali Nagari yang  bersangkalan  mengajukan
permohoenan berhenli secara lertulis kepada Bupati melalui Camat,

Tiga bulen scbelnn berakhir masa Jnbatannya, Wali Nagari menyampaikan
pertanggungiawaban akhir mass jabatan kepada Badan Perwakilan Anak
Nagari.

Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sehelum berakhirnya masa jabasan Walj
Nagari Badan Perwakilan Anak Nagari segera memproses pemilihan Wali

Nagari yanp baru,

Masal 44

Wali Nagari dibethentikan oleh Bupati melalui Camat atas usul Badan Perwakilan

Anak Nagari ( BPAN Y karenn

a,

b.

Meninggal dunin,

Mengajukan permohonan berhenti alos permintaan sendiri.

Tidak lagi metmenuhi syarat daz atau melanggar sumﬁah atay janfi

Berakhir masa jabatan dan telah dilantik Wali Nagari yang baru.

Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketontuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan atau sorma vang Mdup dan I)crkcmhané drlam

masyarakal Nagari,



N sl 45

(1) Wali Nagari yang melalaikan lugasnya sehirgga werugikan Negara atau Dacrah
dan masyarakal Nagari, dikenakan lindakan administralil’ berupa teguran,
perberhentian sementara dan atau pemberhentian olch Bupali alas wsulan dari
Badan Perwakilan Anak Napari.

(2) Wali Nageri yang melakukan perbuatan yang berlentangan dengan peratusan
perundang-undangan yang berlaku  alau  norma-nerma yang  hidup dan
beckembang dalam kehidupan masyarakat Napati yang bersangkulan dapat
dikenakan tindakan administratif berupa tepuran, penmberhentian sementara dan
atau pemberhentian oleh Bupali atas usul Badan Perwakilan Anak Nagari
(BPAN) melalui Camal.

(3} Tindakan Administeatil sebagai tersebut pada ayal (1) dan Ayar (2) dilaksasskan

setelah dilnkukan penclitian seearn seksnma,

Pasai 10

(1) Apabila Wali Nagari berhatangan, dapat diwakili oleh Sckretaris Napari alau
pefabat lain yang dilunjuknya dan penutjukan tersebul ditaporkan kepada
Badan Perwakilan Anak Napari

(2) Bagi Wali Nagari yang tidak dapat menjalankan tugas wewenang dan
kewajibannya karena sakil atan mengalandi kecclakaan dalam menjalankan
lugasnyn atng karesn alasan fain samoni 6 (eram) ol bettorut-tord mal
atas wsul Badan Peewakilan Anak Nagari (IPAN), Sekretaris Napgari ditunjuk
oleh Bupati ine!alui Camat untuk menjalankan hak, wewenang dan keivajiban
sebapai Wali Nogari, .

(3) Apabila setelah 6 (enam) buian Wali Nagari lerscbut  beltm  dapat
melaksanakan fugas, wewenang dan langpung  jawab alas usw! Badan
Petwakilan Apak Nagari (B3PAM) kepada Bupati melalui Camat dapat
memberhentikan  Wali  Nagari yang bersangkutan  dari jabatannya dan
tnenelapkan Péjal:at Wali Nagari,

Yagal 47

Wali Nagari yang berstatus Pegawai Negeri yaog belum berakhir masa jabalannya,
tidak dapat diberhentikan karcna alasan bahwa yang bersangktan memasuki usia

ensiun atau sudal pensiug schagai Pegawai Neperi.
p 5 B I3



Pasal 48

Wali Nagart vang bersiatus Pe pwai Neperi, vang belum hernkhir masa fabatannya
tidak dupat dicalonkan dalam Jnbatan sirukrua) atau fungsional alau untuk menjadi

Calon Wali Nagari di Nogaii Tain,

Pasal 49

Walt Nagari yang herstatus Pegawal Negeri, vang berbenti atan diberhentikan oleh

L
Bupati schagai Wali Nagari dikembalikan ke Instansi induknya

Faragral®
Penpangkatan Pejabat Wali Nagari

Pusal 50

(1) Penganpkatan Pepahat Wali Nagari ditetapkan denpan Kepuiusan upati atas
usul Badan Perwakilan Anak Napsri

(2) Teiabat Wali Nogari schagnimana dimaksud pada aval (1) adatah Sckretaris
Nagari vang bersionkutan atan Ixfabal bt yang ditenjuk aleh Bupali atas usul
Badan Perwakilan Anak Nagari

(3} Masa jabatar Pejaba Wali Nagari schagaimana dimaksnd pada ayal (2} sclama-

“ lamarya | (salu) tahon tethitung mulai tanggal pelantikannya
(4) Pejabat Wali Nagari diambil sompalt ataw janjinya dan dilanlik ofch Bupati atau

Pejabat T yang ditunjok.

I*asal S

lak Wewenang dan kewajiban Pejabat Wali Nagari adalal sama dergan Hak,
Wewpnang <dan Kewajihan Waii Nagari schiagaimana diatur dalam Peraturan Dacrah
ini serta Peraturan Perundeng-undangan yang berlaku.
: :
Parngraf 1)
Larangan Bagi Wali Nagnri

Ppsal 82

Wali Nagari diiarang uptuk
0. Menjadi Angpola nlau Ketua Badan Perwakilan Anak Nagari,

b, Membuat Keputusan yang seears khusis memberikan keuntungan bagi dirinya,



d.

(2)

3

yang sceara nyata merupikan kepentingan umum alau mendiskriminasikan
Wargn Negara dan golongan masynrnkat Inin.

Menetima uang, bacang dan stau jasa dari pitak lain yang patut dapat diduga
akan mempengarubi Keputusan atau tindakan yang akan ditakukannya

Menjadi Advokat ataw Kuasa [ukum dalam swatu perkara di Pengadilan, keeoali

dalam hal mewakili Nagarinya di dalam dan di lar Pengadilan.

Pavapral 11
Penyidikan Verhadap Walinggari

acal 53

Tincaknan Penyidikan terhadap Wali Nagari ditaksanakan  selelah adanya

PPerselujuan tertutis dari Bupati

Hal-hal yang dikecualikin dari ketentuan sehapaimana dimaksnd pada iyal (1)

adalah :

a. Tertangkap tangan melakukan tindakan pidana kejahatan yang diancam
dengan pidana penjara 5 (Fima} lahon atau lehil < dan

b. Dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan
hukutnan seumur Sidup.

Sclelah tndakan penyelidikan sehagaimana Jdimaksud pada ayal (2) dilakukan,

Bl Hu baeus ditaporkan kepada Bupat selsmbat lambatnyn ) X 24 Jam

Bapian Ketiga
Peranghat Napari

Pasal 54

Perangkat Nagari terdiri dari :

(n

2)

Unsur staf yaitu Sekretaris Nagari,
Unsur petaksana yaitu Kepala 1lsan

Unsur Witayah yailu Kepala Korang,

asal 58
Perangkat Nagari schagaimana tersebut datam pasad 54 membanty Wali Nngari
dalam pelaksanaan tugas den kevajibannya

Dalam pelaksatiean tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perangkal nagari

bastnimnnienimomnb ©Laaado 117200 00
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yang secars nyala anceugikan kepentingan smum atag mendiskriminasikan
Wargn Negara dan golongan masyarakal lain,

Meneritea vang, batang dan ntan Jnsadari piliak lain yang patul dapal didapa
akan mempengaruhi Keputusan st lindakan yang akan dilakukannya

Menjadi Advakal atau Kunsa TTukum delam suatu perkara df Pengadilan, kecugli

dalam hal mewakili Nagarinyn di datam dun di tunr Pengadilan,

Parvagrafl 11
Penyidikan Terhadap Walitapnci

P'azal 53

Tindakan Penyidikan ferladap Wali Nagari dilaksanakan selefah adanya

Perselujuan tertulis dayi Bupat

Hal-hat yang dikecunlikan dari ketentuan selagaimana dimaksud pada ayal (1)

adalgh :

A Tedtangkap wogan melakukan tindakan pidama kejahatan yang digncam
dengan pidana penjara (1ima) tahun atav febih « dan

b Dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang dianeam dengan
hukuman scumur hidup.

Setelah tindakan penyelidikan schagaimana dimaksud pada ayal (2) dilakekan,

hat itu harus dilaporkan kepada Bupati sefambal lambatnea 2 % 24 Jam

“ Magian Keligs
Peranphkat Napari

Pasal 54

Perangkat Nagari ferdiri dar -

d.

n

2

Unsur staf yaitu Sekretaris Nagari.
Unsur pelaksana yaily Kepala Urnsan,

Unsur Witnyalt ynitu Kepala Korong,

Pasal 55

Perangkal Nagari sebagafmana terschul dalam pasal 34 membantuy Wali Nagari
dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya,

Dalam pelnksavaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perangkat nagari

heHanooimaizmnl bamade 1121 44



Paxal 56
(1) Yeng diangkat menjidi Sckr.ciaris Nagari, kepala Urusan dan Repala Korong
adalah ;

. Berlaqwa kepada Tuhan Yang Muha Lisa,

b, Setia dan taat kepada PPancasila dan Undang-Undang Dasar (945,

c. Tidak pernah terlibat iangseng atau ldak langsung dalam kepintan yang
mengkhianati Negarn  Kesatuan Republik  indonesia vang  berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Diasar 1945 seperti (30 S/PK1 dan alau
kegiatan organisasi tedarnrg lainnys

d. Berpendidikne .l:v.:kmnng:--knmn;-‘nyn Sekolale Lonjutan Fingkal Pedama dan
atau yang sederajal.

c. DBerumur sekurarp-kurangnva 20 {dua pulul) tahun dan selinggi-tingginya 56
{lima puluh enasm) 1ahun,

{. Sehal jasmani dan rohani.

g Nyata-nyata tidak lerginggu jiwn ata ingatannya.

. Berkelukuan baik, jujur dan adil

i Tidak pernah dilukum penjara karena melakukan tindak pidana,

o Tidak dicabut hak pilihnga berdasarkan putisan pengaditne yang mempuonyai
kekuntan hukum fetap.

k. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat (inggal lelap di Nagari yang
bersangkutan, sckumng-kumngnya 2 (dua) tahun terakhic denpan tidak
terputis-putus, keeuali putta Nagari yang berada di lyar Nagari yang
bersangkutan.

{2) Khusus untuk Sekretaris Nagari dapal diangkat dari Pegawai Negeri Sipil.

.

asal 57

(1} Perangkal Nngari diangkat ol Walj Nagari vang bersangkutan deitpan
Keputusan Wali Nagari setelah mendapat perselujuan dari Badan Perwakilan
Anak Nagari (BPAN},

2) Untuk pengangkatan Sckrelaris Nagari dan Kepala urusan , Wali Nagari
mengt.lmumkan kepada Warga bahwa akan ada pengangkatan Sckretaris Nagari

dan Kepala Urusan dengan persyaratan sebagaimana tersebul pacla pasal 56
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(3) Apabila peminal yang memenuhi syaral schagaimana dimaksud pada ayat (2)
sesuni denpan jumlah yang dibuiuhkan, maka Wali Napaei meminta perselujuan
kepada Badan Perwakilan Anak Nagi untuk selanjulnya untul ditetapkan
menjadi Sckretaris Nagari dan kepala Urusan dengan Keputusan Wali Nagari.

(4) Apabila peminal yang n{cmcnuhi syaral untuk menjudi Sckrelaris Nagari dan
Kepala Urusan |1:1c|=cl1il|i Jumlah personit yang dibstuhkan maka Wali Nagari
mambentuk tim unu;k melakukan seleksi terhadap pelamar.

(5) Tim seleksi sebagaimana tersebul pada ayat {4) dikeluai olch Wali Nagari
dengan anggota terdiri dari anggota Badan Perwakilan Anak Nagari (BPAN),

(6) Uniuk pengangkatan Kepaln Korong di angkat oleh Wali Nagart dengan
kepulusan Wali Nagari dengan hasil kesepakatan alau pilitan masynrakat dari
Korong yang  bersangkutan - setelad mendapal persciujian < Badan
Perwakifan Anak Napari {3PAN).

(7)  Unluk pengangkatan Sekretaris Nagari vang berasal dari Pegawai Negeri,
ditakukan oleh Wali Nagari sctclah mendapat izin dari Bupati dan Badan

Perwakilan Anak Nagari (BPAN), Y

"asat 58

Masa jabatan Perangkat Nagari adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal

pelantiken atau tanggal nrelaksusakan lupas dan sesudaliryn dapat dianpkat kembali

Pasal 59

(1) Perangknt Nagari wajib melaksanakan tugas dan kewajibannya sesnai ketentuan
yang berlaku. ( _

(2) Dalam melaksanakan (ugas dan kewajibanunya perangkat nagari wajib bersikap
dan bertindak adil, tidak diskriminatil dan ridak mempersulit dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakat.

I"ngal G0}

(1) Jlabatan Sekrelaris Napari, Kepala Urusan dan Kepala Kerong Lowong karena
berhenti atau diberhentikan oleh Wali Nagari karena -
a. Meninggal dunia.

b, Alas permintaan sendir.

A Talal dipedent !
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d. Demkhs masa jabatannyn

. Tidak lagi memenuhi syarnt yang dilentukan schapaimana terscbut dalam
pasal 5f ‘

[ Tindakan-lindakannya  yang  dapal  merugikan  masyarakal, serta
menghilangkan kepereavaan pcntiu.tluk tethadap kepemimpinannyva sebagai
pejabal Pemerinlah Napari

g. Sebab-schab lainnya yang berlentangan  dengan ketentuan  peraturan
perandangenndanpan atan normaenorma datam kehidupan masyarakat
Nispante yang hersangkatnn

Apabila jabatan Sekietaris Mapari, Kepala Hensan dan Kepaly Korong lowong,

mnka Wl Napsui mossunpirk seorsinp pegabal daci peongkal Wali Napati unluk

melaksenknn tugas don kewajibimmyn dian selambar lnnbatnya 6 {enam) hulan

harus sudah diangkat peinbat vanp defeninf.

PPazal 61

Sekrelnds N, Kepada Vhusan atine kepalas Koong, )':\l;g dituduh atau
tersanpkut datam siatu tindakan pidana <diberhentikan sementaca aleh Wali
Nagart

Selama Sckretuis Nagari, Kepala grusan alau Kepala Korang dikenakan
pemberhentian sementara, nrka pekersan sehari-hnrnya ditaksanakan oleh
Wali Nagari alan pejabal lain yang ditenjuk ofch Wali Nagari

Rerdasarkan Kepotusan Pengulilan yang telal mempunyae kekvatan hukum
yang pasti, Wali Nezqari iencabut kepulusan peinberhentfan sementara yang

X
bersangkutan unluk dikukobkan kembali apahila yang bersangkulan dinyatakan

tidak bersalah alau diberhentikan apahila bersalah

fasnl 62

Tindakan penyidikan terthadap Sckretaris Napati, kepala Urasan atau Kepala Korong

dilaksanakan dengan membentahukan terlehilh dahutu kepada Wali Nagari kecoali

tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana

penjara 5 (lima) tahun atau lebih.



Pusal 06
Biayn pemeriksaan kesehatan, pengobatan dan perawatan kesehatan bagi Walj
Nagari, Sekretaris Nagari, kepala Uresan, dan Kepala Korong dan keluarganya yang
berasal alwu berstatus I"cga'wui Negeri dapat dipertimbangkan untuk diberikan
berdasarkan kemampuan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuvangan Nagari

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yanp herlaku,

‘asal 67

(1) Apabita Wali Napgati, Sckretaris Nagari, Kepala Urusan, dan Kepala Korong
mengalami kecelakazw didalam dan sewaktu menjalankan ltgas sebagai pejabat
Pemerintahan Nagari, schingga untuk selanjulrrya tidak dapat lagi menjatankan
tugas dan kewajibannyy schagai Wali Nagari atau Perangkal Nagari maka
kepadanya diberikan lunjangan kecelakaan sesnai dengan kemampuan kenangan
Nagari.

(2

~—

Apabila Wali Nagari, Sckretaris Nagari, Kepala Urusan dan Kepala Kerong ’
meninggal dunia didalam dan sewakiu menjalan ugasnys schagai pejalial
Pemerintuh Nagari maka kepadanya diberikan lenfangan kematian sekaligus

sebesar empat kali penghasilan schulartnya dan diberikan kepada Ahli Warisnya

yang berhak,

Pasal 68

Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Para Kepala Urusan dan Kepala Korong yang

diberhentikan dengan hormal dari Jabalannya dan imempunyni masa kerja secara

berturut-turut sekurang-kurangnya 5 (lima) tahan sehagai Pejabat Pemerinial Magari

diberikan uang jusa sesuni kemampuan anggaran penesimann dan pengeluaran

Keuangan Nagari,



-y

P'asal 69

Penghasitun Lelap setinp bulannyn sebapaimana ysig dimaksud dalm gnsal 63, jrasal
64, pasai 65 dan pasal 66 dapat diberikan kepada staf peranghat Nagari yang diatur

dengan peraturan nagari sesuai dengin kemampuan Kevangan Nagasi.

BAB Vil
SUSUNAN ORGANISASI BAN TATA KERJA
PEMERINTAN NAGARI

Pasal 70

(1) Susunan Crgaaisnsi Pemertaiah Napgarl terdict dari Wali Nagaed dan Perangkal
Nagari .

(2) Perangkat Nagari schagaimana dimaksud antara tain terdivi dagt -
a.  Sckrelaris Nagari
b, Kepala Urusan
c. Kepala Korong .

(3} Juniah wrusan sediki-dikitnya 3 {tiga) urusan yaitu -
a,  Urusan Pemerinlnhan
b.  Urusan Pcmbangunan
c.  Ususmn Umam
Dan sebanyak-hanyaknya 5 {lima) urusan yaite -
a. Urosan Pemeriniahan
b, Urusan Pembangunar
¢ Urusan Kescjahleraan Rakyat
d.  Urusan Kevangan
e.  Urusan Umum

(4)  Jumlah korong discsuaikan dergan kondisi Nagari yang bersangkulan

(5) Bagan Organisasi Pemerintah Nogari adalah sehagaimana tercantum dalam
fampiran yang merupskan bagian yang lidak terpisabkan dengan peraturas
daerah ini.

{(6) Susunan Organisasi Pemicrintah Nagari schagaimana dimaksud pada ayat (8),
ayat {2) dan ayal {3) dilelapkan oich Wali Nagari setclab mendapal persetujuan

Badan Perwakilan Anak Napgari (BPAN).

(7) Susunan Organisasi Pemerinlah Nagari sehapaimana dimaksud paca ayal (G}

s . FRoens 4t e 10 I [ T
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asal 71

Wali Nagari berkedadukan schagai alat Pemeriniah Napari yang memimpin

penyelenggarnan Pemerfniat Nagari,

Disamping melaksanakan tugas dan kewajiban schagaimana terscbut dalam

pesal 39 Wali Nagari mempunyai tugas

a. Menjalankan urusan rumah tangga Napari.

b. Melaksanakan Urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakalan
dalam rangka penyelenggaraan Pemeriniahan Nagari dan tugas pembantuan
baik dari Pemerintah, Pemerinlah Propinsi dan atau Pemerintah Kabupaten.

¢, Menumbuhkan dan mengperakkan setls mengembangkan semangat polong
royong atau paclisipasi masymakat. .

Untuk melaksanakan lupas sebapaimana lersebad pada ayat (2) Wali Nagar

mempunyai funpsi sebagai berikul :

a. Melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah
. tangga Nagarinya sendiri,

b, Menggerakkan parlisipasi masyarakal dalam wilayah Nagarinya,

c. Melaksanakan kegialan yang dilelapkan bersama Badan Perwakilan Anak
Nagari.

d. Melaksanskan koordinasi leshadap jalannya Pemerintahan, Pembangunan
don Pembinann Kehidupan masyarakat gi Nagari

e.Melaksanakan tugas dafam ranpka pembinaan ketentraman dan kelertihan
masyarakat,

£ Melaksanakan urusan Pemerintahan lainnya.

Pasal 72
Se,krt;.taris Nagari berkedudukan schagai unsur stal’ pembantu Wali Nagari dan
memimpin sekretarial Nagari.
Sekretaris Magari mempunyai tugas melaksanakan administrasi pemerintahan,
pembnngunan.dnn kemasyarakatlan di Napari serla memberikan pelayanan
administratif kepada Wali Napari,
Untuk melaksanakan lugas sebapaimana dimaksud dafam aval (2) Sckretaris
Nagari mempunyai fungsi -
-8, Melaksanakan urusan sural menyural, kearsipan dan laporan

|
b, velaksanakan urusan keuangan.
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< (1)

(2)

(h

(2)

¢ Melnksanakan  sdiministrasi pemcerintaban,  pembangungn e
kemasyarakalan,
d.  Melaksanakan fugas dan Tungsi Wali Nagari apabila Wali Nagari

berhalangan melaksanakan tugasnya.

'asal 73

Kepala Urusan berkedudukan sehapai unsue pelaksana Wali Nagari dalam

bidanpnya.

Kepala Viswsan measgumysi tugas mrembanto Wali Nagari dalam melaksanakan

tugas sesuai dengan hidang urusannya..

Untuk mclaksanakan Lugas sclm;;nim:l:nn tersehul paca ayat (2) kepala urisan

mempinyvai funpsi -

. Melaksanakan kegintan wusan Pemerintahan atau Pembangunan atan
kemasyarakalan sesvad dengan hidang urusannya,

b Melaksanakan administrast penyelenpparaan kegiatan yang dilakukan dan

pelayaman adminisiisi entang Wali Napari sesuai denpan Grssannya.

Pasal 74

Kepala Korong herkedudukan sehagai unsar pelaksana tugas Wali Nagari dalam

wilaynh keejanva,

Kepala Karang bertugas membaniu kegiatan Wali Nagari i wilayah kerjanya.

Unluk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kepala Karong

mempunyai funpsi ;

a.  Melaksanokan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan
kemasyarakatan serfa keleniraman dan ketertiban di wilayah kegjanya,

b, Melaksanakan Peraturan Napgari di wilayah kerjanya.

¢ Melaksanakan kebijaksanaan Wali Napari di wilayah kerjanya.

Pasal 75

Dalam pelaksanaan tugasnya Perangkal Pemerintah Magari menerapkan prinsip-
prinsip keordingsi, intcgrasi dan sikronisasi.
Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1Y;

a. Sekretaris Nagari bertangpung jawab kepada Wali Nagari,



g Nyala-nyata lidak lergangpu jiwa atay ingatannya.

h. Berkelakuan baik, fuiore dan adit,

i Tictak permah difiukum penjara karena melakukan tindak pidana.

jo Tidak dicahut hak  pifihmya  Derdasarkan potusan pengadilan

yang
mempunyai kekoatars hukum tetag.

k. Mengenal dacrabnya dan dikenal oleh masyarakat Ui Nagari selempal.
[ Bersedia dicalonkan menjadi anggata Dadan Perwakilan Anak Nagari,
m

. Syarat-syaral lain yang ditetapkan oleh Napari vang becsangkutan (katau
! adu).

{2)  Keanggolaan dalam Badan Perwakilan Anak Nagari (3PAN) diresmikan secara
administralif dengan Kepulusan Bipati

tasal 79
(1) Badan Perwakilan Apnak Napari (BPAN) sebagai lumbaga musyawarah

merupakan wabang untuk melaksanakan demokrass bedasakan Pancasia,
b

(2)  Badan Perwakilan Anak Magaei (BPAN) herkedwdukan sepagar dan wmenadi
tilra dari Pemerintah Nagari

i

!

l asal 80
l

i

(1) Badan Perwakilan Anak Napari (1PANY mempunyai funpsi sehagat berilul -
a. Mengayomi adat-istiadat yaitu menfaga kelestarian adat-istiadal yany hidup
dan betkembang i Nagari yang hersangkutan scpanjang menuniang

‘ kelancaran Pembangunan,

Lepistasi yaitu merumuskan dan menctapkan peratuzan Mapari bersama
Wali Nagari,
Pengawasan yailu meliputi pengawasan terhadap pelaksanzan Peratiledn

Nagari, Anpgaritn Pendapalan dan Pengeluaran Keuangan Napari ser(a
Keputusan Wali Nagari

‘ d. Menampung dar menyalurkan aspitasi wasyaakal yaito nenangani dan
|

menyaturkan aspirasi yang dienma dan nasyiakat kepada pejabal ata
i{ instansi yang herwenang,

% {2) Pelaksanaan fungsi Badan Perwakilan Anak Nagari (BPAN) schagaimana
i

!

dimaksud pada ayal (1) ditetapkan dalam peraticn dan Tata Tertib Badan
Perwakilan Anak Nagari (BPAN).

.



rasal 81

(11 Badon Perwakilan Anok Nagari (BPAN) mempunyai fupas dan wewenanp

schagat herikut |

0.
b.

Menetapkan calon Wali Nagari.

Mengusulkan pengesahan, pengangkalan dan pembechentian Wati Nagari.

Betstuna denpan Wall Nagari menetapkan dar alau membentuk Peraturan

Nagari,

Bersama dengan Wali MNagari menelapkan Anggaran penerimaan dan

pengeluaran Keuanpan Nagari

Melaksanakan pengawasan terhadap :

)

2
3)
4
5)
6)

Pelaksanaan Peraturan Nagari dan Peraturan Perundang-undangan
Inrnya,

Pelaksanaan Kepulusan Wali Nagari

Pelaksanaan Anggaran Pencrimaan dan Penpeluaran Kevanpan Napar,
Rebijakan Pemerintah Nagari

Pelaksanann kerjasnma yang ditakukan oleh Nagai

Memberikan pendapat dan pertimbangan pada Pemerintah Daerah
tethadsp  rencana perjanjfan yang  akan  difaksanakan  apabila

menyangkul kepeniingan Nagari

{2) Pelaksanaan lugas dan wewenang sehagaimans dimaksud pada ayal (1) diatur

2

dalam latn lertib Badan Persakilan Anak Nagani (BPAN).

Pasal 82

Badan Perwnkilin Anak Magnri (BIPAN) mempunyai hak schagai berikul

s »

I3

d.

Meminla perlanggung jawaban Wall Nagari,

Meminta kelerangan kepada Pemerimiah Nagari

Mengadakan penyclidikan.

Mengadakan perubahan alas rancangan Peraturan Nagac

e.Mengajukan pernyataan pendapal.

[ Mengajukan caneangan Peraturan Napan
i, it A

g.Menctapkan persturan tata lertib Badan Perwakilan Anak Nagari (BPANY,

Pelaksanann hak sehagaimana dimaksud pada ayat (1) diator dafam peraturan

lata tertil Badan Perwakilan Anak Nagari (13PAN).



Paxal 83 .

Dalam melaksahakan Lgnsnya Badan Perwakilan Anak Nagari berchak meminta

pejabat Penrerintah Nagari dan pejabat yimg bedugas di Nagari vang bersangkulai

serta warga masyarakat untuk memherikan keterangan tentang suatu hal yasg perlu

ditangani demi kepentingan Negara, Dacrah da alau Nagari yang bersangkutan

‘asnl 8

1y Angpoln Bodun Penwikilan Annk Nogad (HPAN) mempunyni hak untuk -
( JHE !

=

Mcenyampaikan pendapig
b, Menpajukan pertanyaan
¢ Protkoler dan
d. Keuangan adminisirasi \
(2} Pelaksanaan hak schagaimana yvang dunaksud pada ayal{l) diatur dalam

Pecaturan TalaYertib Badan Perwakian Anak Nagari

Pasal RS
Badan Perwakilan Anak Nagari mempunyai kewajilian sehagai berikut -
. Mempertahankan dan memelibara keuluhin Negara Kesatuan Republik Indonesia

sesuai denpan kewenanpan yang, dimiliki

b, Mengamalkan Pancasila dan Undang  Undang Dasar 1945 serta menlaati segata
peraturan perundany,  undangan.

c. Membing demokrasd dalam penyelengppninan Pemerintahan Nagari

d. Meningkatkan kesejahteraan rakyal di nagari berdasarkan demokrasi ekonomi.

c. Memperhatikan dan menyalurkan aspimasi, menerima keluhan dan pengaduan

masyarakat serte moenfasifitasi tindak lanjul peoyctessiaonya

Pnsal RG

(1) Pimpinan Badan Perwakilan Anak Nayari terdii dari Kelua dan Wakil Kelua.
(2)  Wnkil Kctua schagaimana dimaksud pata nyat (1) schanyak banyaknya 2

(cduny erang sesuai denpgan jumbah Badan Perwakitan Annk Nopgari,

3} Pimpinan Badan Perwakilan Anak Nagari schagaimana dimaksud pada ayat (1)
i 4 2 ! ¥

dipilih dari dan oleh anppgola Badan Ferwakilan Anak Nagari sccara langsung



"

(4) Rapat pemitilan pimpinan Badan Perwakilan Anak Nagari urluk pertama

(%)

(6)

53]

(2)

(0

(2)

3

kalinya dipimpin eleh anppota terfua don dibantu oleh anppota lermuda usianya,
Sebelum pimpinan Badan Perwakilan Anak Nagari tespflih meka pimpinan
sementara dijabat olch anggota ertua dan dibantn oich anpgota termuda
usianya.

Tala cara pemiliban pimpinan Badan Perwakilan Anak Nogari distur dalam

peratusan 1ata Lerlib Badan Peswakilan Anak Napari

I"asal K7

Dalam pelaksanaan lugasnya Pimpinan Badae Perwakitan Anak Najgari dibantu
oleh sckrelarial Badan Perwakifnn Annk Mapani

Sekrelariat Badan Perwakilan Annk Napari sehagaimana dimaksud paca ayat(1)
dipimpin olel scoranp sekeetaris Badan Petwakilan Anak Nagari dan dibantu
oleh staf yany sesuai dengan kebumnban, yang diangkat oleh Wali Nagari adas
perselujuan pimpinan Badan Perwakilan Anak Nagati dan bukan dari perangkat
nagari, ’

Sekretaris Badan Perwakilan Anak Nagasi dapat diangkal pegawai negeri sipil

Pasal 88

Untuk keperluan kegiatan Badan Perwakilan Anak Nagari disediskan biaya
sesuni dengan kemampuan kewangan Napii vang dikelola oleh sekretarial
Badan Peewakilan Anak Magari

Biaya schagabmann dimaksud paca aval (1) ditetapkan setiap tahon dalam

Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Nagari,

“asal &Y

Anggola dan’ pimpinan Badan Perwakilan Anak Mapari tidak dibenarkan
merangkag jalatan dengan Wali Naggui dan Pesasgent Nagarg

Anppota Badar Perwakilan Anak Napas dilacang, melakokan pekerjaan atio
usaha untuk kepentingan pribadingn yang biayanya berasal dari Anggaran
Penerimaan dan Penpeluaran Kevangan Napari

Bagi anggola alau pimpivan Badan Perwskilan- Anak Nagari yang terpilil

¥

menjadi Wali Nagari keanggotaannya dalam Badan Perwakilan Anak Nagari
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Masa keanggolan Badan Perwakilan Anak Nagari adalah 5 (lima) 1ahun
ferhiting sejak penpueapan samvpab/jangi dan herakhir hersama-sama pada spal

anggola Badan Perwakilan Anak Nagari yang baru mengucapkan sumpah fianji

‘e

Pasal 90

Anggota Badan Perwakilan Anak Nagari berhenti antara waktu sebagai anggota
karena ;
A, Meninggal duniu

L. Terminlaan sendici seearn lertulis  kepada pimpinan Badan Perwakilan
Anak MNagars

e Bedempat tppal di lone wilnvsheonagsss vang Desaingkutan

d. Tidak lagi memenubi synial  syarat sehagaimana dimaksud dalas pasal
78 ayal (1) berdasarkan keterangan yang hernwenang

¢ Dinyatakan melanggar sumpalvjanji schagsi anpgota Badan Perwakilan
Anak Nagari.

. Terkera larangan rangkap jabatan dan atau pckcr_iu;m sebagaimang
dimaksud dalam pasal 89 wyat (1) dan ayat (2)

Anggola Badan Perwakilan Anak Nagari yang berhenii antar  wakly

sebagnimana dimalsad dalane avat( 1) dipantikan olefs calon yang diusulkan

oleh unsur dard mana anpgota Badan Perwakilan Anal Napari letsehut berasal

Anggota penppanti antar wakly menyelesatkan masa kerja anggota vang

digentikannya.

Pemberhentian anppota Badan Perwakilan Analk Mapaii diresmikatr seearn

administratil dengan keputusan Bupati

Pemberhentian anggola karena tidak memenuhi syaral lagi scbagaimana

dimaksud dalam pasal 78 ayat (1) hurul*a, hurel b, buruf ¢, burul' i, dan alau urul

i dan mlau karena yang bersangkutan metanggar sumpah atau janji angpola

Badan Perwakilan Ak Nagari sehagaimana dimaksud dafam pasal 92 aclalah

pentberhientian dengan tidak hormat

Pasal 91

Sebelum memangku jabatannya angpola Badan Perwakilan Anak Napari
J B I3

bersumpah atau berjanji sceara bersama - sama yang pengucapannya dipandu

Alaly Fieadi onlaan



(2) pejabat yang dittmjuk dalam rapal Paripuina untuk peresinian anggota yang
dibadiri din ditkuti olely anppatn anppets g swdaly didetapkan mennri

peraturan perandang - wicangan yang berlaku serta dipimpin olch anggota

terfua dan termuda usianya,
(3)  Ketua dan Wakil Kelus Badan Perwakilan Anak Nagari memandu pengucapan

sumpah atau janji anggota yang belum bersumpah atau berjanji sebagaimana
dimaksud pada ayal (1)

(4) ‘Tata cara pengucapan sumpah alau fanji dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

Msnd 92
Bunyi sumpah atay janji sebagaimana dimaksud pada pasal 90 adalah sebagai
herfkat:
* Demi Allal saya bersumpaldjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajilan

saya sebagai anpgpgota (Ketua/Wakil Ketua ) Badan Perwakilan Anak Nagari

dengan schaik-haiknya dan seadil-adilnya,

Bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan Undang -undang dasar 1945
1

serta Peraturan Perundang Undangan yang bherlaku

Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demekiasi seia beibaktr kepada

barigsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia, Pacrah Serts Nagari ©.

I’asal 91
(1) Anggota Badan Perwakilan Anak Nagari tidak dapat dituntut dimuka
pengadilan kacena pernyataan alau pesdapat yang dikemukakan dalam rapat
Nagari, baik terbuka maupun ferlutup yang diajukannnya sccara lisan atan

tertulis, kecuali jika yang bersangkutan mengumurmkan apa yang disepakati

datam mpnt tectutup untuic dirnhasiakan atan il

hat ynog dimaksil aleh
ketentuan mengenai pengumuman rahasia negara dala buku keduz Bab |

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KU ).
{2)  Anggota Badan Perwakilan Anak Nagaei tidak dapat dipanti antaowsktu karens

pernyataan dan alau pendapat yang  dikemvkannya dalam rapal Badan
Perwakilan Anak Nagar



'nsal U4

(1) Tindakan penyidikan ferhasdap anppola Qadan Perwakilan Anpk Nagari dapat

)

(!

—

@)

)

(4)

N

2)

dilaksanakan alas perselujuan teriulis dari Bupadi, keeuali yang hersanglettan
lertangkap tangan, melakukan tindak pidans kejabatan,

Dalam  hal anggota Badan Perwakilan Anak  Nagari lertangkap tangan
melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat(1) maka seiambal-

fambatnya dalam wakiu 2 x 24 jam diberitahokan seeara tertulis kepada Bupati.

BADAN MUSYAWARAN ADAT DAN SYARAK NA(H_\[([
["asal 4%

Anggota Badan Musyawaral Adal dan Syarak Nagari adalah terdii dari Ninik
Mamak ,Alim Ulama, cordik pandni dan komponen lainnya

Jumlal angpota Badan Musyawarah Adal dan Syarak Nagari ditentukan oleh
nagari yang hersangkulan minimal § (lima) orang dan maksimal 15 ( lima
belas) orang, .

Tata cara dan pencniuan angpota Badan Musyawarah Adat dan Syarak Nagari
ditentukis atau dipilil ofel Wali Nagar das Badan Perwakilin Anak N
Syaral-syarat untuk dapat diangkal menjadi Anggota Badan Musyawarah Adal
dan Syarak Nagari ditemtukan aleh Wali Nagari dan Badan Perwakilan Anak
Nagari,

Keanggoluan Bacan Musyawaral Adat dan Syarak Nugart diresmikan seeara
administratif dengan keputusan Bupali atas usal Wali Nagari dari  hasil

kesepakatan Wali Nagari dengan Badan Perwakilan Anak Napari.

Pasal 96

[P
Badan Musyawarah Adat dan Syarak Nagari mempunyai tugas dan lungsi
memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Nagari supaya lelap konsisten
menjaga dan memelihma pencrapan Adal Basandi Syarak, Symak Busandi
Kitabullah di Nagari.
Pertimbangan sebagaimana dimaksad pada ayal (13 diberikan olch Badan
Musyawarali Adat dnn Syacak Napari baik diminta atau tidak dimina nleh

Pemerintah Nagari.



M
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Pasal Y7

Badan Musyaswarah Adat dan Syarak Nagai dipimpin oleh seorang ketia dan
dapat dibantu oleh Wakil Ketua dan Sekretatis.

Ketua, Wakil Ketua dan Sckretasis sebagaimana dimaksud pada ayal (1} dipilih
olch Rnggnm Hadan Musyawarah Adal dan Syarak Nagari dari anggeta dalam
rapat Paripurna Badan Musyawaral Adat dan Syarak Nagari

Sebelum Lerpilit Ketua dan Wakil Ketua serla Sekretarfs, Rapat dipimpin oleh

Anggolayang tetlua dan termuda usianya.

Pasal 08

Anggota dan Pimpisan Badan Musyawarah Adal dan Syarak Nagari lidak
dibenarckarn merangkap j:llml;;n dengan Wali Magari dan Peranpkal Nagari serla
Badan Perwakilan Anak Napan

Masa keanggola Badan Musyawatah Adat dan Symak Nagari adalah 5 (lima)
tahun terhilung sejak langgal pengucapan sumpahfjanji dan berokhir bersama-
suma pada sant Anggoeta Badan Musyawarah Adat dan Syarak Nagari yang baru

mengucapkan sumpal atau janji

Tata cara pengambilan sumpabdanji serla busyi sumpah/janji dilaksanakan

sesuai denpan ketentuan yang betlaku.

BAB IX
LEMBAGA LAIN

"asal 99

Dalam upaya memberdayakan masyarakat di Nagari dapat dibeniuk Lembaga-
lembaga kemasyarakatan serta Lembaga-lembaga lainnya sesuai dengan
kebutuhan,

Lembaga kemasyarakatan scbapairanna dimaksud pada ayat (1) merupakan
milva  Pemerintah Nagai dalam  aspek perencasaan,  pelaksanaan dan

pemgendalian pembangunan i Nagari yang bersangkualan

Pasal 100

Pengertian lebib lanjut mengenai pembentakan Lembaga Kemasyarakalan di Nagari



BALL X
MERATURAN NAGART
Pasai 101
(1) Rancangan Peraturan Nagari disuson oleh Wali Nagar besertn Perangkat Nopgari
(2) Wali Nagari menetapkan Peraturan Nagari selelah mendapat persetujuan dari
Badan Perwakilan Anak Nagari
(3) Dalan menctapkan Peraturan Naga _l!:ulanfl\’cr\\'nkilnu Anak Nagari {IRPAM)
menpadakan spal yang cIiImciiri olelh sukm.'1ng-kurnngnyn 203 {un pertiga) dari

Jumlah anppata Badan Perwakilan Anak Napari

L) Potusan dissnda ] sekucp-hssrnnpnya diselugui ofeh 203 (den pestipn) dai jumlah
1 [k Il 1 i .

angueta yanp hachr

. asal 102

(1} Perateran Napgad tidak  bolel berfentangan dengan syasak  adat istiada,
kepentingan umum, Peralurn Napan vang bersangkutan vang telal ada dan

peraduran perundang-undangan s lebil tinpyet

Pasal 100

1) Peraturan Nagari dilanda tangani ofch Wadi Nagari

2) Untuk  niclaksanakan  Peraturan Nagad Wali Nagari  menctapkan  dengan
Keputusan Wali Nagari.

3 Keputusan schapairttana dimaksud pada aval {2) lidak boleh bertenlangan dengan
syarak, adat istindat, kepentingan umum, Peraluran Nagari vang hersangkulan

yang lelah ada dan peraturan perundanp-undangan yang febih tinggi

Pasal 104

(1} Peraturan - Nagari dan Keputusan - Wali Nagari yang  hersiftt mengatur

diundangkan dengan menempatkannva dalam Lembaran Napari
(2) Ketentuan sebagaimaaa dimaksed pada ayat (1) mempunyai kekuatan liukum dan

mengikat setclah diundanpkan datam Lembapa Najael



Pasal 105
Penpaturan fehih lanjut mengenai Peratoran Naggard akan ditetaplam dalam Keputusan

Bupati.

BAB XI
KEHANGAN NAGART
Ragian Pertasms
Sumber Pendnpatnn Nigari
Ifasgal 1064
(1) Sumber Pendapatag Napad tesdin dari
2. Pendapatan Asli Nagari yang meliputi
17 Flasil Usaha Nagari.
2} Masil Kekayaan Nagari
3) Masil Swadaya dan Partisipasi/sumbangan Maysaraknt
41 Hasit Golong Royong.
5) Refribusi Nagai
6) Pungulan Napari.
7) luran Napari.
8) lLain-lain Pendapatan Asli Nagari yang sah.
L. Bantoan dari Pemerintalan Kabupaten yang meliputi ©
1) Bagian dari perolchan Pajak dan Retribusi Daerab dan :
2} Bapian dai dana Perimbanpan Keoanpan Posat dan Daerah yang
diterima oleh Pemerintah Kabepaten.
c. Bantuan dari Pemerintah Pusal . Pemcrinlah Propinsi dan Pemerintah

Kabupaten.



(2) Sumbor Pendapatan Napari sehagaintana dimaksud paca ayal (1) «ikelola
melalui Anggaran Penerimaan dan Penpeluaran Keuangan Nagari,

(3} Sumber Pendapatan Magari yang twlal dioliki dan difeetol aleh Nagari dapa
dikelo]a dan dikoasai cleh napari dengan persefujuan pemerintah I;‘hih al:.xs

sosuai dengan persetijuan dan pesaturan perundang-undangan yang beelaky.

Pagal 1007
Kekayaan Nagari schagaiinana dimaksad dalam pasal 106 ayat (1) point a No. 2
terdini dari ; -
4. Tanah Nagari
b. Pasar ngpari
¢. Bangunan nagari,
d. Objek Rekreasi yang diurus olch Nagari
¢ Pemandian umum yang diveus ole Nagrari.
f. Hutan Nagari,
g Perairan/Pantai dalam Latas 1erientn vanp diurus oleh Magari
h. Tempat-tempat pemancingan di sungai.
i, Pelelanpan jkan yang dikelola alch Nagari.
i Jalan Nagari, dan

k. Lain-fain kekayaan milik Negara,

asal 108

Pemberdayaan potensi Nagari dadam meningkatian Perdapatan Nagari dilakukan

dengan Pendirian Badan Usaha Milik Magari, kerfasama dengan pihak ketiga,

kerjasama antar Nagari dan melakukan pinjaman,



Pasal 109
(1) Pendapalan Dacrah yang berads di Nagari baik Pagak maupun retibusi yang
sudah dipungut oleh Kabupaten tidak dapal dipingul lag olefs Pemerinth
Nagari.
(2) Sumber Penerimaan Dacrah sehapaimana dimaksud  pads ayat (1) harus
diberikan  kepacs Nagari - yang bersangkutan dengan pembagion seeorn

proposional dan adil sesuni dengan pertaran perundangan yann berlaka

Baginn Kedua
Anpparan Penerimann dan Pengeliaran Kenangan Napari
|8 i B £

Pasal 110

Seliap menjelany tahun anggaran bary Bupali memberikan Pedonran Penyusunan

Penerimaan dan Belanfa Nagari kepadn Pemerintah Napari dan Badan Perwakilan

Anak Nagari (BIPAN),

Pasal 111
Wali Napari bersama Bacan Perwakilan Anak Nagari menctaplkan Anggaran

Penerimann dan Pengeluaran Keuangan Nagari seliagy tahun dengan Peraturan Nagari,

selambat-lambatrya satu bulan selelah ditetapkan APRD Kahopalen.
Pasal 112
(1) Anggaran Pencrimaan dun Pengeliaran Kevangn Nagini [eodie ang hagran
penerimaanpendaptan dun bagpian Henpehis sn/elanga
(2) Bagian Pengeluaran/elanja  tenlivi alas pengeluaran/Belania Rulin - dan

Pengeluaran/Belanja Pembangunan



Msad (171

(1) Pengelolman Angpman Penenmams dan Peapeliman Kevanpan Napai melipuli
Penyusunan Anggarsn Pelaksanann Taia Ulsaha kenangan dan Perubahan serin
perhitungan Anggaran

(2) Pengelolaan  anggaran sehapaivina dimakend  pada avat (1)
dipertangpunginwabkan oleh Wal Nagart kepadn Badan Perwakilan Anak

Nagari selambat-lainbatoya tiga bulan setelah berakhir Tt Anggaran,

Pasal 114

Pengelolaan Kowangan Nagui dilaksanahan ofel Rendahiaawan Napari yang

dinnpknl aleh Wali Nagmi dengan Reputusiun Wali Napan

Tenl IS

Peagaturan lebily Janjut mengenal Angparan Penerimaan dan Pengeluaran Kevangan

Nagari akan diletapkan dengan keputusan Bupali. :

Badan Usala Milik Nopari
Pasal 1la
{1 Untuk meningkatkan pendapatan Negari dapat dibentuk Badan Usahg Milik
Napari,

¢

-

Badan Usaha Milik Nagarr dapat berkedudukan di Nagaef atau diperantavan,
(3) Badar Usaha Milik Nagari yang ada di perantaoan teiap mempuyai ibinpan

yang jelas dernpan Nagar

Pasad 117
(1) Badan Usaha Milik Nagari dapat dihentuk atas kerjasama denan pihak kelipa
(2) Kerasama sebapmmara dnnaksud pica ayal (1) ditakukan separjang
menguntungkan ueluk Nagari dan udak menisak kentuhan adal dan syarak (i

Napgart.



Pasal 118
Kegiatan Badan Usaha Milik Napari dibentulk berdasackan peralwan perundang-

undangan yang herlaku.

Bab X11 ’
PINJABIAN NAGARI
Masal 119
(1) Untuk menunjang schahagian  pembinvaan pelaksanase pembangunan dan
peningkatar kt:l:i:'.ﬁ:llll".!l masyieakal, Nagind dapat melaknkan piniaman.
(2} Pengaturan prosedur dan dan tata carn melakokan Pinjanan Nagari schagaimana

dimaksud paca aval (17 diatur lelah el dengan Keputusan Bupati

BAD XIII
[KERIASAMA ANTAN NAGARIE
Pasal 120
{1 Beberapa Nagari dapat mengadakan herasama natuk kepentingn Magan yang
diatur dengan Kepttusan hersama dan diketahui oleh Camat
(2) Untuk pelaksanaan kerjasima sehagainana dimaksud dalam aval (1) dagal
dibentuk Badan Kerfasming,
(1) Kerjasama anlar Napmi vang memben beban kepada masyaakal s

mendapat persctujuan dari Badan Perwakilan Anale Nagari (BPAN),

Frasal 121
Pemerintah, pemerintah Propingi dan stau Pemerintah Kabupaten herkewajiban
menyelesaikan perselisihan vang terjadi sebapai akibat pelaksanann kerjasama antar

Nagari.



Pasal 127
Pergaturan lehih Tanjut mengenat pefaksanaan kerjasama Antar Nagari akan diater

dalam Kepulusan Bupali,

BADL X1V
[’lii\:ll!!NAAN DAN PENGAWASAN
asnl £23
(1) Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemeriniah Kabupaten dalam rangka
Penthinaan memfasilitis penyelengaean Pemerintahan Napari
{2) Meminsilitasi  seluygimana dinaksud pacly vl (1) sehagal  upayn
memberdayakan Pemerintal Napari melshn pemberian pedoman, hinthingan,
pelatihan, armban dan supervisi
Pasal 124
Dalam rangka penpawasan, setiap Peraturan Nagari dan Keputusan Wali Nagari
disampaikan kepada Pemetintah Rabupaten selambat lasbatses da iy sefelah

ditetapkan dan menyampaikan tembusan kepada Cama

Pasal 125
(1 Pemerintah Kabupaten dapal membatalkan Peratwan Magari dan Kepotsan
Wali Nagari yang berlentanpan dengan Kepentingan umum: alau peraturan
perundang-undangan yang fehil gy tapkalanmy

2

—

Keputusan  Pembmtalan Peraturan Magai din Kepntasisn Wali Nagari
schagaimana dimaksud paca aval (1) diberitalikan kepada Pemerintal Napati
yang bersangkutan dan Badan Perwakitan Anak Nagari cdengan menvebuikan
alasan-alasannyn.

{3) Pemerintah Nagari yang tidak dapal mwnevima Keoutusan Pembatalan Peraturan

Nagari dan Keputusan Wali Napai sebagaimana dimaksud dadam ayal (2] dapal



mengajukan leberntan kepada Pemeristah dan atag Pemerintah Mopinsi selelah

mengnjukannys kepacda Pemenntab Kabapaten

BAB XV '
KFETENTUAN PERATIITAN
asal 126
(13 Desa yang ada pada sant mudai bartakungn Peratiran Dacraly ini etap sehagpai
I2esa sampai ditetapkaonnea Pembentikan Nagai ienaest Peraturan Dacrah ini
(2} Pemseriniah Desn yang ada pada sand nalai berlakamyn Peitnan Daeml i
tetap mokaksanakan tagagnya S;S|I:l§1fli newerintalian desa sampai tepilite alan

dibentuknya Pemerintah Nagari berdasarkan Peratuian Dacrah ini
)

Pasal 127
Schima behsm ditetnpkannya Peratnran Pelaksanaan Penturn Paciab wmi. maka
seluruh instioksi, petimppk ot podoman yang ada atan vanp dindakin aleh
Pemerintal disn Pemenmtah daveals pha nedak berentanpan despan Peratman daciah

ini dinywtakan letag herluku

BADL NV
ICETENTUAN PENUTUP
tsal 128
(1) Dengan herlakunya Perataran Dacial i maka sepala Peraturan dan Ketentuan
yang mengatur fentang Desa dalans Kabupaten Padang Parfaman dinyatakan
dicabut dan tidak berlaku lapi
(2) lal-hal yang belum di alur datan Peraturan Dacrah ini sepanjang mengenai

Pesaturan Pelaksanaannyiakan datwe lebah Sangul oleh Hapat



P,

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DALRANN KABUDPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR . PAIITUN 2002

TENTANG
PEMBERINTANAN NAGARI

Umum.

Detgan berlakunya Hadang Umdnng, Namar 22 Fahoan 1949 lentang
I'Unwr}nmh:m Dacrah, muka thddanyy Pndang Nomse S Fahon 1979 Tentunp
Pemerintahan Desit sekalysas dinvalakan miak betlaku lagy Sejalan dengan ito
Undang - Usdang Nomor 22 ahun 15999 g menzbea peluang kepada Dagral,
untuk dapat mesctapkar konstiukss atan bentuk Pemerinlahan Desa atau nama
lain sesuai asal usul dan kondisi sosial masvarakar
- Sasaran yang diharapkan tenpan memberikan petuang yang demikian adalaf
agar reformasi pemerintahan dipal menjangkan tatsnan kehidupan masvaraka
sampal pada Lagian terdepan yang sclama ini dikenal deipan Desa sehingga
lerwujud proses dcnmkr:t!i.\ms:l i pedesaan yang responsil dan sejalan denpn
kandisi sosial budaya serta berdasarkan realita yang ada

Ini berarti badwa denpae heylakuna Undang Undaeyy Nomar 27 Vadn
1999 sebagai pengpant Undamg Vndazp Nomor 5 Tahan 1974 lentang Pakok
Pokok Pemerintahan i Dacrah dan Undang — Undang Nomer S Tahurs 1979
tenfang  Pemerintalian  Desa,  maka Diterah mempunyai peluang  uniuk
melaksanakan penpaturan atay penitaan mengenai pemerintahan terendaly yang
penyelengparaannya discsuaikan dengan Visi dan semangat Undang  Lindang
Nomor 22 Tahun 1999 1ersebut, Pengaluman menunjukkan bahwa pada saal kita
melaksanakan Undang - Undang Nomor 5 Tahn 1979 maka  dalam
implementasinga kita mernsakan terdapat bebermpa kelemahan yang antarn lain
adalah .

L. Penctapan kocong menjadi Unit Pemerintahan terendah atag Desa dari vang
sehelumays merupakan wilayal, Nagari telah membatasi secan adminishalif
pelensi sumberdayn  manusm, simberdaya nlam dan suntherdaya snsial

schingga pada umumnya Desa tidak mampu mengorus dirinva sendiri dan

[ ST I | t . R -



Ifsal 129
Peraturan Daceah ine mulai berlekn pada tanppal divndanplean Apar setiap oranp
dapal mengelahuinya, memernntablkan pengindangna Peraturnn Daceal i dengan

Penempatannya dalane Lembaran Dacrah Kabupaten Padang Paesaman,

N
-éf_:‘_-_gimgﬁff%/ffml | IKASI

iendangkan Di 1 PARIAMAN
Pada Tanggal 8 Maret 002

TTRABLPATE N

IAK GANK I )~
Muda Nip .11 mn{c;

LEMBARAN DA RATT KARLIATL N PADANG PARLAM AN
TAHUN 2002 NOMOR



2. Renpgangnya  ikalan ikatan - sosial - masyarakat (i Nagari  leluh
mengakibatkan timbulngn bethapai Ienik konflik ditenpaly masyarakat
antara lain mengenai hak ulagat, harta mesaka dan sela ainya.

3. Rendabnyadukungan masyarakal vang ada dirantau tcrhadap pemerintal desa
karena secara sosial budaya mereka masih berorientasi kepada Napari,
Undang ~ Undang Momor 5 Tahen 1979 yang imerupakan landasan

pengaturan pemerintahan Desa memang subtansinya hermaksued mewujudkan
kcsinambungan.sislcm pemerintaban Nasional sceara vertical sampai kedesa,
schingea sebapai akiba! dari sistem yang sentralislik tersebut, maka lerdapal
penyeragaman sistem pemerintahae desa diselurah Tannh Al
Penyeragaman sistem jemernitahan desa yang denukian, disain gisi merrang,
dapat - memudahkan ferciptanva sishililas pemerintahan, namun disisi Iain
sentrafisasi dan penyeragaman 1o telah wenglasilkan pomeringahan desa vang
hanyak herorientasi keatas dan cemderung korang memperhathan kepentingan
kepentingan bersanin masyarakal. Kenvataan ini telah mengakibalkan kurangnya
demokeasi dan otonomi masyarakat desa dan terabaikannya potensi susial budava
sebagai basis kehidupan bersama di desn. '

Untuk mengatasi berbagai kelemahan dalam penceapan Lindang
Nomor 5 Takun 1979 telah ditakukan lang

Undang

kal yame antara Tain melalui penalann

wilayah desn dalam bentuk penggabtngan desa bebernpakali miai dari Tahun

1988, schingga desa di Kabipien Mfadaog arinma yang semuda herjumibah 459

berkarang menjodi 297 Desa dan Kelurahan

Deagan berlakunya Undeng  Undang Nomar 27 Talun 1999 kita mempunya)

peluang urtek menciptakan sisiem pemerintihan vang bersifal desentralistis yang

berimpfikasi kepada upaya mesumbuliskan kemhali demokrasi dan olonomi pada
masyarakal, khususnya masyarakal vang berada i Desa atan Nagari

Formal petnerintahan (crendah yang dibarapkan adalah pemerintahaan yang

berakdr pada kondisi sosial buckavanva  Bengan demikian seenra viridis

ify
I N a v . .
d'nnngkmknn tethentuknya sistem pemetintahan terendab yang mencerminkan

keanekaragaman dan perbedaan pengaturan antara dacrah yang satu dengat yang

tain s 'suni dengan kondisi sosial budaya masyarakat yang, bersangkutan,

Sehubungan dengan i, dulam npayn mewajudkan pemerindahan Desa atag

Nagari yang kuat dan sekalipus memberdavakan dan meningkatkan kemandirian

masyacakal, maka brdasarkan spicasi yang berkembang dan kemausn dan

masyarakat lerutama tokoh {okoh masyarakat menginginkan untik kembali



s

herper

merintalian Napari lal ini dikuatkan pda dengan Peeauran Dacraly Propinsi

Sumatera Baral Nomor 9 Tabun 2000 (enfanp, Kelemoan Pokok Pemerintahan

Nagar
Untuk

mewgjudkan haapan (cisehat (entu kila barus merumuskan Peatian

Dacrah yang akan dijadikan dasar dan pedoman dalam pelaksanaanya nanti

(L PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3.

asal 4

Hurala st p

cukup jelns

[uraf. b Nagari yang <hiniaksud adalah suatu kesatuan gencologis dan
teritarial vang menjadi classr ebentuknea berbapai sistem dalans
kehidupan hetmasyaakal melipule sislem pemenmtaban ekenomi <dan

susial budaya, Nagari tidak lagi merupakan unil pemerintahan lerendsh
fangsung <i hawah Camat

Huruf i sfd r cukup jelas. .
auluy jelas.

Bagi Nagart hasil pemekarn batas hatasnva ditentukan hertlasarkan

kesepakatan yang dilakukan oleh Napai nsal

cukup jelas.

tasal 3 ayal (3 ) hurula

Tokoh masyatakat lerdicn diri Pengurus KAN dan utusan Liap - lian desa
terdiri dari

- Kepala Desa

~ Ketua LMD

- Ketun LXMDY

- Ninik Mamak

- Cerdik Panclai

- Alim Hlamn

- Bundo Kandung

- Pemuda

P



Pasal 6 aysl (3) huml 1y

Kesepakatan oleh lakah nsearakat harn dapat dicapai apabita 243 dari

vang di vwdang el menphale mpat ddan X3 dan peserf rapest

iettyalakain seloju
Kesepahaataan pemekaran Nagari dapat dilaksanakan setelah Nagari

asal di kulkuhkan mengady pemerintshan Napari dan uniuk

pelaksanannnya maksimal | ¢ saln ) ahun pemerintahan nagari asq

berialan elekir

Pasal 6

I*asal 7

*nsal §

asal 9

cukup jelas
fidak perli eviseidented denpan pasal H
cukup jeins

cukup jelag

Pasal 10

cukup jelas

PPasal 11

cukup elas

Yasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal [5

Pasal f6

asal |7

Pasal 18

cukup jelas
cukup jelas
cukups jelas
cukupjcl:ls
cukup jels
cukup jelas

cukup jelas



Pasal 19 .
cukup jelas
Pasal 20
cukug jelas
Pasal 21
cukup julas
Pasal 22
cukup jelas
Pasal 23
cukup jelas
PPasal 24
cueki jels
tasal 25
euknp jelas
Pusal 26
cukup jelas
Pasal 27
eukup jelas
Pasal 2R
cukup jelas
Pasul 29
culam felas
Pasal 30
cukup joks
Pasal 3 (

cukup jelas

Pasal 32 angka 2
Apabila pemilih vang menppanakan hal pilih kactn saeanya batal atan
cacat schingea tidak scormg calonpin vang mencapai suara 173 dari
juealah pemilih menpponakan hak piliinva maka haros dilaksanakaan
pemilihan wlang

Pasal 32 angka 4 -

Perlit petyamaan kalimal { katn kata Wali Magari dihilanpkan



Pasal 32 anpka 7
Penclapiz catan tepilih vam mendapal s dethanyak yang s
dilentukan oleh Badan Perwakilan Anak Nagari apakah dilakukaan
mefalui ujinn tertubs mag vating sepenuhnys ditentukan Lerdasarksn

kesepakatan Badan Perwakilan Anak Napari
Pasal 33

cukup jelas

PPasal 34
cukup jelas.

Pasal 35 angka |
Peluntikan Wali Napaer Ui dilahsann kan tepit pacn akhit nasn Tnbatan
Wali Nogari schelumnya dan apabila pelaksanaan pemiliban helom
sclesai seimentara fulalan Wali Magaet vimg lana el herakhiv maka
Barus dilakukan perpanjangan gas tethadap Wali Nagari vang lana
sampai selesin pemilhin dengin suiat Kepurosan Bugnen

Pasal 36

cukup jelas
Pasal 37

cukup jelas.
Yasal 38

cukup jelas
Tasal 19 "

cukup jelas.
Pagal 40

cukup jelas
Pasal 41

cukup jelas,
Pasal 41

cukap jofas,

Pasal 43 ayat |
Pemberitabuan secun terules fentang herakhitnva nwasa jabatan Wali

Nagari tembusannya disampnikan kepada Bogpati dan amal selempal



[*asal 44
enkinp jelns.,
Pasal 45
citkup felas.
Pasai 46
cukup jelas.
Pasal 47 o
cukip jelas.
Pasal 48
cukug jelns.
"asal 49
cukuyp jelas,
"nsal 50
cukup jelas.
Pasal 51
cukup jkas,
Pasal 52 hurulb dan ¢
f.nrangﬂn tersehul  dimaksudkan  untuk mencepale peavalahpunann
kekuasaan, antara fain vang herujod farupsi, kolusi dan nepalisne (
KKN).
Hurald -
Latangan tesebul domahsedhan antuk meaghindarkan kemungkinan
tecjadinya kenfik kepentingan bapi Wal) Nagari dalam melaksanakan
tugasnya untuk memberikan pelayanan pemeriniahan denpan lidak
membeda bedakan warga masyarahal
Pasal 53
cukup jelas,
Pasal 54
[furufa cukup jelas
[Turult
Unsur  pelaksana  dalam  organisasi perangkat Nagari sekurang
kurangnya 3 ( tiga ) sebanyak banyakewa S ( Fma ) urusan
Hurul ¢

Jumlak korang datam Nagari ditetapkan scsuai dengan kebutuhan

Ao lmn lal Kaol



Ifasal 53
cukup jelas,
Pasal 56
Hurule sd i enkup jelas
Huruf j
Smma dengan Masal 13 hurat n
Husal k
" Cukup jelas
Pasal 57
cukup jelns. 1
Pasal 58
cukup jelas,
Pasal 59
cukap jelas,
Pasal 60
cukup jelns.
Pasal G
cukup jelas.
Pasal 62
cukup felas.
Pasnl 63
cukup jelas,
Pasad 64
cukup jelas.
Pasal 65
cukup jelas.
‘Pasal 66
cukup jelas.
Pasal 67
cukup jelas,
Pagnl 68
cukup jelas.
Pasal 69

cukup jelas.



Pasal 70
citkup jelas
Pasal 71
cukup jelas.
Passl 72
cukup jelas,
Pasal 73
cukup jelas,
’asal 74
cukup jelns
Pasal 74
cukup jelus.
Pasal 76
cuku jelas.
Pasal 77
ctikup jelas,
l*asal 78
cukup jefas.
Pasal 79
Ayal (1}
Cukup jelas
Ayal (2)
Dalam kedudokannya sehagai Badan legistatil Nagari Radan Perwakflan
Nagari merupakan bagian dari Pemerantahan Napari
Pasal 80
Cukup jetas
Pasal 81
Cukup jelas
'asul 82
Cukup jelas
Pasal 83

Cukup jelag

Pasal 84



Pasal 85
Cukup jelas
IFasal 86
Cutkup jelas
Pasal 87
Cukup jelas
Pasaf 88
Cukup jelas
I*asal RO
Aval( [y dan( 2
Laranpan peratoenn terselul demaksuclkun avin tadnk terjady kewenamn
yang fumpang tinelil
Pasal oG
Cukop jelas,
Pasal 9t
Cukup jelas.
i"asal 92
Cakup jelas. '
Pasal 93
Culeup jelas.
tasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas,
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97 ‘
Cukup jelas.
Pasat 9§
Crikuop jelas.
Pasal 99 Ayai( )
Lembaga Keaasyarakalan s dimaksod dcn.gnn aval i seperh
Majelis Ulamn, Lembag Reagamaan, Lembagn sosiad ser(y Lembagn

Kepemudaan dan sehagainva,



Pasal 100
Cukup jelas.
Pusal 101
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayal (2}
Peraturan Nagari hanya ditanda tangani oleh Wali Nagari dan tidak ditanda
tangani aleh pimpinan Badan Perwakilan Anak Napari
Aval { 3)
Cukup jelas
Ayat(4) '
Cukup jelas
Pasal 102
Cukup jelas
Pasal 103
Cukup jelas

Pasul 104 Ayal( | )

Pengadaan peraturan Nagari dan kepulusan Wali Nagar yang bersifal
mengatur dilakukan menurat caa yang sah, v merugakan keharsan
agae posturan Nagane dan keputisan Nagare tersehin memputiyal

kekuatan hukum dan memekat
Untuk lelih mengeliktithan pelaksanaan perttaran dan keputusan Wali
Nagari tersehut perliz dinasvarnkatkon
Ayal{2).
Cukup jelas
PPasal 105
Cukup jelas
Pagal 106
Cukug jelas
"asal 107
Cukup jelas
Pasal 108
“Cukup jelas

Pasal 109



Pasal 110
Cukup jeins
Pasal | |1
Cukup jelas
Pasal 112
Cukup jelas
Pasal {13
Cukup jelas
Pasal 114
Cukup jclas
Pasal 115
Crekup jelas
Pasal 116
Cukup jelas
Pasal 117
Cukupje.las
Cukup jelas
Pasal 118
Cukup jeians
Pasal 119
Cukup jefas
Pasat 120
Cukup jetas
Pasal 121
Cukup jelas
Pasal 122
Cukup jelas
Cukup jelas
Pasal 123
Cukup jelas
Pagal 124
Cukuyp jelas
Pasal 125

Cukup jelas



